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ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU,
SEKILAS PINTAS

Esmi Warassih Pufirahayu, lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 21 Oktober
1951. Lahir dan besar dalam lingkungan yang bersahaja. Sejak usia 1,5 tshun,
hidup di Menado selama 5 tahun, Menempuh sekolah dasar kelas 1 di SD
KaumanMalang, kelas 3 hingga kelas 4 di Cirebon, dan kelas 55D hingga sekolah
menengah atas di Kota Semarang, Dengan demikian, sejak sebelum TK, sudah
berteman dengan orang-orang yang bukan semuanya orang Jawa. Bahasa Jawa
baru belajar, terutama Krama Inggil ketika tinggal bersama kakek dan neneknya
di Solo. Tahun 1975 menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, dengan gelar sarjana hukum (5.H.). gelar magister
science (M5 ) bidang sosiologl hukum, diperoleh dari Universitas Airlangga,
Surabaya pada tabun 1983, Gelar doktor ilmu hukum (Dr)) juga diperoleh
dari Universitas Airlangga, tahun 1991, Pada tahun 1986-1987, berkesempatan
mengikuti Sandwich Program tentang Hukum Lingkungan dan Kebijabsanaan
Publik, dibawah bimbingan Prof. Drupsteen di Leiden, Belanda.

Dipercayakan sebagal tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas
Diponegnrosejak tahun 1976 Sebelumnya sejak tahun 1975 merjadi dosen honorer.

Selain mengajar di Universitas Diponegoro, untuk program sarjana,
magister, dan doktor, juga mengajar di sqjumlah perguruan tinggi negeri dan
swasta: 52 Universitas Gadjah Mada, S3 Universitas Negeri Solo, $3 Universitas
Trisakti, 53 Universitas lslam Sultan Agung Semarang, Akademi Kepaolisian
{Akpol), dan 52 Universitas Swadaya Gunung Jati Circbon. Sebelumnya juga
permah mengzjar pada S3 Universitas Brawijaya, 52 Universitas Negeri Solo,
dan Universitas Islam Bandung.

Sebagai akademisi, selain mengajar, mendapat pula sejumlah jabatan, yakni:
Ketua Baglan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Di
(1996-1999), Wakil Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro (1997-1999), Wakil Ketua Penanggung Jawab Jurnal
Masalah-masalah Hukum (1997-2000), Rektor Universitas Pekalongan (1999-
NG, Ketua Progrsm Mogister o Hubiun Universitas Unswa gat (2005-2008),
Ketua Progrees Dobtor low Hokum Universitas Diporwegoro (2008-2012), dan
Wakil Ketua Majelis Wah Amanst Unsversitas Diporegor (2016-2021). Selain
mmmw;mggmummmmwhmmmhmm
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Jabatan gurn besar diberikan pada tanggal 1 D
pengukuban dilakukan pada 14 April 2001, d’;:‘\am\ ]m(l‘:‘l‘l}"[l:::;,ﬁg U?' dan
Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Pene, ak T 0yaan
dan Persoalan Keadilan), Bakan Hukum
Selain mengajar, juga melakukan banyak penelitian dan pe
masyarakat, Penelitian sudahmulal dllak\)lkmz sejak tahun l':)r;:a?:::;l::“‘t:!‘ﬂdn
dengan penelitian pertama tentang kebutuhan hukum pondu\'ﬁxktmlr::‘
Sepanjang 1993-1997 dipercaya sebagai penatar metodologl penelitian bl:l -
hamanioradan revieser di lingkungan Ditjen Dikti Depdikuas, Selanjutnya mB,
tahun 2000 hingga 2014 dipercaya sebagal Asesor Badan Akreditasi h)l ,Iscia :
Perguruan Tinggt (BAN I'T), ol
Hal ini dapat dilihat dari publikasi ide dan gagasannya te :
dan masyarakat. Selain melalul jurnal dan mn]alnhﬁ\:,kum 3nhm:‘ :l:\fu'l‘nub‘:::
(baik buku sendiri maupun buku bersama, antara lain: Hukum dalam Perspektif
Sosial (1981), Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis (2005, 2009, 2010, dan 2014)
Negara Hukum yang Berkvadilan (Bagir Manan, 2011), Refleksi dan Rekonstruksi I
Hiskum Indonesia (2012), Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif 2013),
Pendulumt Antinomi Hukum (Valerine JL. Kriekhoff, 2014), Monograf| I Huhm;
(2014), Penclitian Hukum Interdisipliner (2016). Selain itu, menulis di Kompas
tahun 1977 tentang komunikasi hukum, dan tahun 1981 tentang malapraktik.
Semuaaktivitas mendapat dukungan penuh suami, Drs, H, AbdullahSodiq,
dan dua anak yang sudah berkeluarga, Ida Nur'aini Noviyanti, S Sos,M.Pd.M.
Kom dan Dyah Indah Noviani, S.Psi,M.Psi, Psikolog.
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PENGANTAR
Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.

paty sarana untuk mencapal kebahaginan.
a keteraturan dan ketertiban ditata sedemikian

rupa, schingga berjalan sebagaimana mestinyn. Kenyataannya tidak demikian,
Kerapkali hukum sebagai punca kesengsaraan, terutama melalui pengonsepsl
parsial dan tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum.

Para {lmuan menjadi kekuatan alternatif untuk memberi berbagai tawaran
pemikiran, ketika konsep hukum sudah tidak dialektis. Demikian jugn, sekiranya
hukum disalahgunakan, maka akan muncul kekuatan akademis yang berani
meluruskan. Harus ada kekuatan Intelektual yang akan mendobrak pembuat
hukum, ketika tak lagi kepedulian dan penegak hukum kehilangan nurani.

Itulah alasan sederhana mengapa posisi akademisi itu penting, Akademisl
dan peneliti mempunyai andil yang besar untuk mencari fakta-fakta lapangan
dan menyusun solusi terbaik dalam mengonsepsi dan menjalankan hukum.
Akademisi dan peneliti harus memberikan pikiran dan temuannya kepada
penegak dan praktisi hukum. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran
koordinasi yang efektif antara akademist dan peneliti dengan penegak hukum
dan praktisi hukum. Konkretnya adalah kedua belah pihak tersebut harus saling
bekerja sama untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan.

Begitulah antara lain niat yang tercetus ketika rencana pertemuan ini
dilaksanakan. Ketika sejumlah aktivis yang menamakan dirl Kelompok Diskusi
Hukum Esmi Warassih (Kedhewa) menyampaikan maksudnya kepada saya,
sungguh tiada terkira rasa bahagia. Ternyata masih banyak yang berpikir tentang
upaya untuk meluruskan hukum di negeri ini.

Setelah diskusi panjang, maka mereka langsung berinisiatif bergerak
untuk menghubungi terutama alumni Program Doktor limu Hukum
Universitas Diponegoro yang pernah saya bimbing. Peserta lalu melebar
kepada sejumlah orang yang setelah mendapatkan informasi ini, berminat
ikut menuliskan pikirannya.

Hasil kevja tersebut nyata terlihat saat ini. Dalam buku yang kemudian
dijadikan pemikiran hukum spiritual plaralistik sebagat kata kunci utamanya.
Ciri Khas dari hukum yang dilthat Jdari segi spritualis sebagai unsur kealaman
menjadi alternatif baru, 1de tersebut memperlihatkan bahwa dengan
merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukam
akan berlakun menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis,

Hukum merupakan salah
Seyogianya melalul hukum segal
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NILAI RELIGIUS, MORAL DAN HUKUM DALAM
PANDANGAN ESMI WARASSIH: SEBUAH
ANALISIS SOSIAL RELIGIUS'

Muhammad Nur Islami?

A. PENDAHULUAN

Membicarakan hukum terlebih lagi dikaitkan dengan nilai-nilai agama jelas
merupakan pembahasan yang tidak sederhana. Memerlukan kehati-hatian,
ketelitian dan sikap terbuka terhadap kritik, terlebih lagi apabila masalah ini
dibicarakan di hadapan forum akademik, di negara Indonesia yang penuh
dengan keragaman/ kebhinekaan, yang menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
merupakan laboratorium terbaik untuk mempelajari hukum. Indenesia memang
tepat apabila dikatakan sebagai laboratorium terbaik dalam mempelajari hukum
karena masyarakat Indonesia sangat beragam baik asal-usulnya, adat kebiasaannya,
dan tentu saja agamanya. Tegasnya membaca fenomena hukum di masyarakat
heterogenjelaslebihsulitdibandingkan dengan membacanya pada masyarakat yang
homogen seperti di Saudi Arabia misalnya. Meskipun dapat dikatakan masyarakat
Indonesia didominasi oleh warga masyarakat yang beragama Islam, namunagama
-agama lain juga tumbuh dengan subur dan dijamin keberadaannya di Indonesia.
Oleh karena itu Indonesia bukanlah negara agama (dari agama tertentu) tetapi juga
bukan negara sekuler, demikian pemyataan yang sering kita dengar.

Meskipun bukan negara agama, namun pengaruh agama Islam yang dianut
secara mayoritas di Indonesia jelas memberikan kontribusi tersendiri dalam
perkembangan hukum di Indonesia. Oleh karena itu Hukum Islam diakui
sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Indonesia merupakan
Negara Hukum (Rechtstaat) dan bukan negara yang Berdasarkan atas Kekuasaan
belaka (Machtstaat). Ini mengandung arti bahwa penguasa juga tunduk kepada
hukum, tidak ada perbedaannya dengan masyarakat awam biasa.

Dengan status negara hukum tersebut, rupanya belum cukup bagi
Indonesia, maka dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

' Disampaikan dalam Seminar Nasional “Mergfleksikan dan Menguriikan Pemikiran
Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan)®, Aula Pascasarjana Universitas
Diponegore, 20-21 Oktober 2016.

*  Pemerhati masalah Hukum dan Masyarakat, dosen tetap pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3

TR T Y T et S NN L3 P, i A 08 e i Ao e e

Scanned with CamScanner



. Kkan pahwa Negm erdasarkan Ke T
n 1945 UD 45) ditegas jamin kemerdekaan tiap-uap p er:’ Ny
!

ara men
aha Esa ::: ;?l;aksanakan ajaran agamanya dan keper‘:ayaa \
klni mengandung arti bahwa apabila Pemerintah .

Repy
en dalam mela %

Tahu!

ksanakan amanat UUD 45 iy, mak,
Indonesia k?t\sek“ “udukharus dijamin segala sarana dan prasarang, ba;fs‘
+ institusi dan alat-alat penegak hy

ra dapat melaksanakan ajaran agamany, i
dah untuk direalisasikan, namy, ;

berupa undang-u e
ar
S e e il n elas tdak

. ‘baikan begitu saja.
o e
sepertiyang diharapkan. Sampai sejauhini di Indonesu.\ masihberlaky
Kitab Hukum peninggalan penjajah Belanda seperti Kitab Undang.
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (K
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), belum lagi ditamp;
Ketentuan-ketentuan hukum internasional mengingat Indonesiaadalah
masyarakat Internasional, yang juga telah berjanji untuk ikut mendujuy
perdamaian dunia, dan melaksanakan beberapa Perjanjian Internasion
Konsekuensinya Indonesia tidak bisa lepas dari pluralisme hukum, yak;
berlakunya berbagai macam hukum dalam masyarakat Indonesia. Denga
adanya pluralisme hukum ini tentu saja terjadi interaksi / tarik menarik/foth
and to give antara satu bidang hukum tertentu dengan bidang bidang hukz
yang lain, antara hukum nasional dengan hukum internasional, juga antn
hukum yang dibuat penguasa dengan hukum agama.

' Seb.agai akibat daripada adanya tarik menarik tersebut, maka secara tidt
disadari uusk?:‘rakat juga melaksanakan hukum dengan cara memaduka/
ki b B e e e
Frcam. hnko‘mmuhxm internasional. Terlebih lagi pengaruh dz
ooy hssa oy yang berwatak sekuler jelas telah merasuk sang
bahwa makidmsdi disadari oleh masing-masing orang. Dapat dikaiz
ST ’;’;“n ’ hdﬁ UUD'45 dikatakan negara kita berkeTuhans
sekuler Oleh karens itu masing. il e e A
Agnt hatexittinn s g-masing pemeluk agama tentu berkepentin®
mungkin di negara h“_"h‘ img?ndanmlz tﬁse}vul mendapatkan tempat yang
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Nilai Religius, Moral dan Hukum dalom Pandangan Esmi Warossih

dapat berbeda dalam memandang suatu persoalan, namu;\a:i‘i;\pat jug‘z:g:::
persamaan, tergantung dengan paradigma’apadiamenuklr' i ukum b
Hukum sudah menjadi bahan refleksi sejak dahulu kala, maka kegiatan berpikir
tentang hukum tidak dapat bertolak dari titik nol. Artinya, pemikiran tentang
hukum merupakan lanjutan pemikiran hukum pada zaman dahulu. Dalam
lintasan sejarah pikiran-pikiran tersebut berubah sesuai dengan perkembangan
kebudayaan dan semangat zaman*,

Berbicara tentang pembaharuan hukum, maka dapat kita lihat dalam
kenyataan bahwa masing-masing negara tidaklah sama, hal tersebut menyangkut
dari latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat
yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masing-masing
bangsa yang sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist) dari masing-masing negara.
Jadi membangun dan merombak hukum Indonesia merupakan perpaduan dari
pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach), baik nilai-
nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilaii-nilai moral
keagamaan yang hidup dalam masyarakat, pendekatan humanis, pendekatan
kultural dan pendekatan relijius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan
rasional yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach)’.

B. PENDEKATAN HUKUM YANG KONTEMPLATIF DENGAN PERSPEKTIF
SURGAWI DAN MANUSIAWI MENURUT ESMI WARASSIH

Dalam melakukan deskripsi dan sekaligus analisis dari pokok-pokok
pemikiran Esmi Warassih, di bawah ini penulis membagi dalam sub-sub
bahasan sebagai berikut: ’

1. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai Sumber Hukum Yang

Tertinggi

Galah satu dari akademisi yang cukup menarik pandangannya tentang
hukum di Indonesia adalah Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H.,M.S. Beliau

> Paradigmadapatdipandangsebagaiseperangkatbasicbeliefs atau metafisikayang
berkenaan prinsip utama atau pertama. Paradigma mem| ikan suatu wawasan atau
world view yang mendefinisikan bagi pemegang atau penganutnyasifat dan ciri-ciri dunia,
posist individu dalam dunia tersebut dan tentang segala hubungan yang memungkinkan
antaraindividu dengan dunia dimaksud dengan berikut seluruh komponennya.

bentuk cara bagai pemegang atau penganutnya melihat, mempelajari dan
memahami dunia dimaksud. Paradigma memandu atau mengarahkan action yaitu aksi atau
li‘ndahn atau langkah para pemegang atau penganutnya, termasuk pikiran,
sikap serta kata mereka. Baca pada NK Denzin dan YS Lincoin dalam Satjipto Rahardjo,
2009, Merombak dan Membangun Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin,
Genta Publishing, Yogyakarta, him.v-vi.

¢ Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius,
Yogyakarta, him. 22.

$  Saljipto Rahardjo, Op. Cit., him. xv-xvi.
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Beliau mengatakar ~..bahwa agama mampu men
dapat menyelesaikan persoalan hukum dengap
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tikan hati nurani setiap & BAmaly
mpamemPﬂ'*" mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dj
mampel duniawi, dengan pendekatan il
Jogika manusia saja*
- oglm‘ tentu saja beliau juga telah ba“yﬁkmem},.a
mpanbegawmhukum baik di dalam maupun g},
g t agama Islam yan
namun ditegaskan bahwa sebagai s b g tazy,
mdak ada sumber hukum lain yang lebih tinggi tingkatannya daripag,
21-Qur'an danSunnah Rasulullah Saw. Hanya al-Qur’an dan Sunnah Rasul 3
yang dapat dijadikan tuntunan hidup manusia dan berlaku universal dali
kehidupan sebagai individu, anggota masyarakat, dan kaitannya dengn
alam semesta’

Pengaplikasian nilai-nilai religius Islam yang bersumber pada i}
Qur'an dan Sunnah seperti yang diusulkan tersebut di atas adalah sebuz
keniscayaan, terlebih lagi mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah
pemeluk Islam, dan hal yang demikian sudah dijamin dalam UUD 15
Penulis juga memiliki pandangan yang sama. Di tempat penulis beker
sendiri, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakar
(UMY), pendekatan hukum dengan nilai-nilai syariah ini sudah berjaln
cukup lama. Fakultas Hukum UMY bahkan telah mendeklarasikan dii
scbagni.utu-utunya Fakultas Hukum yang Berwawasan Syari‘ahd
Indonesia. Tepatnya pada tanggal 5 Mei 2001 dan 7 Juli 2001 yang lalué
g‘mP“’ TﬂP’dT; UMY. telah diselenggarakan dua putaran kajian (Kt
Tinggi H n dan Seminar Nasional) tentang Pengembangan Pendidl®
M 8¢ Hukum Berwawasan Syari‘ah di lingkungan Perguruan Ting§
hh“hmmdw iyah. Yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah keny2s®
a sampa saat ini Hukum Islam sebagaj lah ber materi
hukum nasional gal sa satu sum

masih belum diperkenalkan ional dan tid4
tergali secara optimal dala secara proporsiona
Kita, termasuk dj per m kegiatan akademik pendidikan tinggi s
dianut oleh mayorimsma,le tinggi Islam. Padahal secara sosiologis ”h’,
kehidupan masyarakat, Pe:"“f“ Indonesia dan merupakan basis k“"‘_”;
masih bersifat dualis Bkajian dan pengembangan hukum di nege"
——— "“smedandikotomis anta Hul

b it ' ra sekolah dan Fakultas
e dan st oy 2 QT16) yamg el M Hukom
Menss Socio buku Penelitian 1

legal, Thofa Med; ukum Int bushPeng®
THd. b, 15 fa d“’y"a"“m—hlm.l&m erdisipliner, se!

o

adalah salah
wlmyl me;
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yang berada di bawah jajaran Departemen Pendidikan Nasional serta sckol.?r?
atau Fakultas Syari‘ah dengan Departemen Agama sebagai induknya. Visi
dan dunia yang digeluti olch ke dua bentuk hukum ini masih berjalan secara
terpisah dan belum dapat bertemu secara paralel.®
Berkaitan dengan hal tersebut Syamsul Anwar menyatakan bahwa:
o ;alan efektif dalam masyarakat apabila ke tiga
kmr:: ;;?u (%ig:;gbé?;g‘m tatanan hukum danudaya !’mh:m) dapat
terbina dengan baik. Dengan kata lain hukum akan baik apabila komponen
ngkatnya, khi a2 aspek materi hukumnya baik dan dapat mengayomi
-hak serta memen::zx kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan di '3
oleh budaya hukum yang baik yang tercermin dalam kesadaran hu
masyarakat yang memadai”.’

Apabila kita mencoba untuk bertanya, mengapa saat ini kajian hukum
banyak dikaitkan dengan bidang-bidang hukum lain? Lebih-lebih lagi harus
dikaitkan dengan al-Qur'an? Dalam pandangan penulis yang pernah menjadi
mahasiswa baik pada Program Magister maupun Program Doktor, kajian
interdisipliner banyak dikembangkan di Universitas Diponegoro, hal ini
disebabkan bahwa sifat daripada ilmu pengetahuan itu adalah interrelasi
dan interkoneksi satu sama lain. Jadi dapat dikatakan ilmu hukum pasti
membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk merealisasikan penegakan hukumnya,
misalnya pertemuan ilmu sosial dengan ilmu hukum lalu melahirkan sosiologi
hukum. Demikian juga dengan ilmu psikologi yang menghasilkan psikologi
hukum, juga ilmu ilmu lainnya, bahkan sampai kepada ilmu pasti dan ilmu
alam. Hal inilah yang oleh Fitjroff Capra dikonsepkan sebagai Weblife, jaringan
besar kehidupan manusia, dan OE. Wilson dengan konsepnya The Unity of
Knowledge (Bersatunya Ilmu Pengetahuan).

Dengan demikian tidak salah apabila Esmi Warassih mengajak kita
untuk mencoba mempelajari nilai/values yang ada dalam Kitab Suci Al-
Quran untuk diaplikasikan dalam penegakan hukum dengan perspektif
hukum yang progresif. Dalam konsep hukum progresif ini, hukum selalu
dalam proses menjadi (Law is always in the process of making)', artinya tidak
pernah ada kata final untuk hukum (buatan manusia). Tasirun Sulaiman
dalam bukunya “Al-Qur‘an berbicara Agama Lain, Sisi keterbukaan Kitab Suci
Umat Islam” mengatakan:

”...Satu cara sederhana jika kita ingin menjadi pelajar atau pemerhati filsafat,
maka kita tidak segan-segan bertanya terhadap apapun secara radikal.

' Baca pada “Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Pendidikan Tinggi
Hukum Berwawasan Syari’ah, 2002, Penerbit Fakultas Hukum UMY bekerja sama dengan
Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. v-vi.

' Ibid. him.18-19.

™ Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,
Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6.
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dengan kualifikasi yang sangat berat, seperti menguasai ilmu nahwu dan sharaf,
menguasai bahasa Arab, berperilaku baik, taat beragama, dan sebagainya.
Tarik menarik antara norma hukum umum dengan norma agama di
Indonesia sangat dimungkinkan. Dalam istilah yang dikemukakan oleh Qadri
Azizy terjadi “Studi Eklektisisme” (Studi dari berbagai sumber), sehingga di
Indonesia terjadi “saling memberi dan saling menerima” antara Hukum umum
(sekuler) dengan Syari’ah Islam. Dalam hal ini Qodri Azizy" mengatakan:

“Berbicara mengenai arah kebijakan Hukum Nasional haruslah diawali dan
dilandasi dengan kehendak rakyat Indonesia dalam Era Reformasi yang
tertuang dalam GBHN 1999. arah kebijakan GBHN ini disebutkan
antara lain: Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta
memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional
yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi (BAB IV A.2).

Adapun berkaitan dengan kedudukan Hukum Islam, dalam bagian lain
dari bukunya Qodri juga mengatakan:

“Membahas kedudukan Hukum Islam di tengah-tengah Hukum Nasional kini
saya kira sudah tidak zamannya lagi, jika yang dimaksudkan hanya untuk
mencari legitimasi legal formal, namun harus diarahkan apada seberapa
banyak Hukum Islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka
kemajuan, keteraturan ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara”, dan ketika kita berbicara positivisasi Hukum
Islam, maka sasaran utamanya adalah menjadikan hukum Islam sebagai
sumber pembuatan undang-undang”.'

Ternyata apa yang dikemukakan oleh Qodri Azizy tersebut di atas memang
bukanisapanjempol semata. Kalau pada masa awal kemerdekaan, Hukum Islam
dipandang sebelah mata, namun kini Hukum Islam semakin mengukuhkan
posisinya di Indonesia. Dulu kewenangan pengadilan agama sebatas hanya
mengadili perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), namun kini posisinya
sudah semakin maju ke depan. Dalam bukunya “The Position of Islamic Law in
the Indonesian Legal System” (1900-2003), Yudian Wahyudi menuliskan:

“On February 2-5, 1988 the supporters of Islamic Legal Compilation held a seminar
in Jakarta. As a result, the Indonesian Ulama agreed on the wording of the three
books of the Compilation: Marriage (Book 1). Inheritance ( Book I1 ) and Endowment
( Book IT1). On June 10, 1991, President Socharto issued the Presidential Inséruction
NO.1/1991 on Islamic Legal Compilation. To support the implementation of this newly
issued Presidential Instruction, the Minister of religious Affairs Sjudzali issued Decree
No.154/1991. The organization, administration and finance of the Religious Cour?
were transferred from the ministry of Religious Affairs to the Supreme Court, based

®  Qodri Azizy, 2004, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum
Islam dan Hukum Umum, Cama Media, Yogyakarta, him. 174.
¥ Ibid. hlm. 176-177.
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Bustanul Arifin sengaja mengutipagak panjang untuk menunjukkan bahwi
hukum yang disebutnya berdasarkan moral positif dari agama Kristen il
selama ratusan tahun diberlakukan di Indonesia, maka adalah lebih dari waju
kalau umat Islam yang merupakan mayoritas dari bangsa Indonesia sekarang
menuntut alangkah adilnya kalau Hukum Syari‘ah juga dipertimbangkan

2 Kesenjanganantara Hukum Yang berperspektif Barat dan Hukum Deng
Basis Soslal Masyarakat Indonesia.
Dalam buku Penelitian Hukum Interdisipliner, dalam subbahasan “lims
Hukum Kontemplatif (Surgawi dan Manusiawi), Esmi Warassih menyatalt

Dalam kurun waktu 70 tahun setelah merdeka pendidikan hukum
Indonesia saat ini adalah mempelajari {lmu hukum yang berkembﬂ“h
:u;g:m lain mulai dari buku-buku Eropa Kontinental !nn Anglo Saxon.
'rm :'l:mk‘km terjad! ketidaksesualan antara basis sosial yang menjadi ht
ind tasti :k': tersebut dengan latar sosial Indonesia. Keadaan yang b
ilmu huky n melahirkan persoalan-persoalan dalam dunia praklek
hukumdales )('1""8 dipelajari dalam keglatan mewujudkan tujuar-tuls?

mdunianyata menghadapi kendala-kendala yang berat. Ke

— ol
" Yudi
By e :V;‘hyudl, 2015, The Position of Islamic Law in the Indonesia? &
2003), Nawasea Pregs, Yogyakarta, him. 35-36, fof
asat

" Bustanul Arif; .

Syari‘ah Sebag D.,r“" l;l" 201*1 Meluruskan Perseps| Tentang Syarlah adalah5y
:u’“‘d’“n. Menggagas ln{l:k ik Indonesla®, dalam Ahmad Gunawan S, MU et
213 4 Progreaif Indonesla, Pustaka Pelajar, Yogyahat™s
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kultur paling mengedepan dalam mbangan hukum praktis disam
kendala ideologis, politik, ekonomﬁf: globa’lg e %

Apasebenarnya basis sosial yang dimaksudkan di sini? Menurut pendapat
penulis, dalam hal membicarakan basis sosial ini tentu yang dimaksud adalah
nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah agama dan
budaya, yakni budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam
juga adat-istindat (terutama adat istiadat jawa).

Maka seandainya suara mayoritas ini diikuti, dapat disimpulkan bahwa
budaya Indonesia sudah seharusnya adalah budaya yang dibangun berdasarkan
nilai-nilal Islam, sebagai representasi mayoritas masyarakatnya yang beragama
Islam, Selama ini masyarakat Indonesia yang meskipun mayoritas beragama
Islam, tetapi memiliki suatu budaya (kultur), yaitu tenggang rasa terhadap
penganut agama lain, Artinya pihak mayoritas ini (umat Islam) tidak sampai
hati untuk memaksakan Indonesia menjadi Negara Islam. Ini tercermin misalnya
dalam kasus Piagam Jakarta, di mana dalam Piagam Jakarta, rumusan Sila
Pertama yang berbunyi: “Ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” akhirnya diubah menjadi “Ke Tuhanan Yang Maha Esa”.
Hal ini disebabkan adanya sekelompok orang (yang menamakan dirl sebagal
utusan Indonesia Bagian Timur) menghadap Mohammad Hatta dan mengatakan
apabila Piagam Jakarta tetap diterapkan maka mercka memilih akan mendirikan
sendiri Negara Indonesia Timur®, Ironis memang, konsep Piagam Jakarta yang
disiapkan berbulan-bulan akhirnya dihapuskan hanya dalam waktu beberapa
menit saja. Sebagian orang menilai bahwa sikap The Founding Fathers kita lebih
memilih persatuan daripada perjuangan kemerdekaan itu gagal hanya karena
masalah rumusan Piagam Jakarta.

Peristiwa Penghapusan tujuh kata dalam Piagam jakarta ini ternyata
menuai dampak dari sebagian kalangan umat islam, termasuk diantaranya yang
dilakukan oleh Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo yang mencoba mendirikan
Negara Islam Indonesia (NII). Meskipun usaha Kartosoewirjo ini berhasil

¥ Esmi Warassih, Op.Cit. him. 10.

®  Penegasan Hatta yang menyatakan wakil masyarakat Indonesia Timur Itu diantar
oleh Maeda la tuangkan dalam bukunya sendirl. Padahal, merujuk pada Tempo yang terbit
pada bulan Agustus 1985, ternyata Maeda yang masth hidup memberikan kesakslannya
kepada Seiko Ogawa (Wartawan Tempo yang mewawancaralnya di Tokyo). “Benarkah
andatelah mengantarkan orang Timur kepada Halta untuk memiota agar tujuh kata dalam
Plagam jakarta dihapuskan? Maeda pun menjawab: “Hatta adafah kawan saya, tetapi
sayn Udak pernah mengantar urang untuk mencoret tujuh kata Plagam Jakarta kepadanya.
Berdasarkan disertas! yang ditulis oleh Bolland Tahun 1971, dinyatakan bahwa pencoretan
tujuh kata teracbut merupakan konspirasl antara Sockamo-Hatta, sedangkan orsng Timur
yang dimaksud tidak ada sama sekall, Menurut disertas! itu juga hal ity dilakuban karena
jauh sebelum Indonesla merdeka, Jepang telah berpesan tahwa kalian bolch merdeka,
akan tetapt jangan negara Islam®, Baca pada (rfan %, Awwas, 2008, Trilog Kepemimpinan
Negara Iafam [odonesia, Uswah Press, Yogyakarta, him. 143
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mata kuliah filsafat.” Dampak dari sekularisasi ajaran Islam® akan merusak
keutuhan ajaran Islam yang suci tersebut, Innal Islam ad diin wa a! daulsh...
Islam itu din (agama) dan kekuasaan (politik). Sebagai contoh, dalam surat
al-Maidah ayat 51 orang Islam dilarang memilih pemimpin yang bukan dari
kelompoknya (tidak beragama Islam). Meskipun al-Qur’an tegas mengatur
demikian, namun karena banyak umat Islam yang tidak membaca dengan
teliti al-Qur’an atau bahkan tidak pernah membacanya, maka akibatnya
mereka salah dalam memilih pemimpin. Islam juga mengatur peperangan,
tawanan perang, pengungsi, ekstradisi, dan masih banyak lagi contoh-contoh
lainnya yang tidak mungkin dipaparkan semuanya dalam tulisan ini. Dapat
dikatakan ajaran Islam itu mengatur kehidupan pribadi, juga masyarakat,
politik dan negara. Itulah totalitas ajaran Islam, itulah ajaran islam yang
komperehensif dan progresif.

Secara logika, penolakan pelaksanaan Syari’ah Islam di Indonesia ini seakan
masuk akal karena Indonesia bukan negara agama. Namun bila kaum nasionalis
dibenarkan menerapkan hukum-hukum sekuler dalam bidang pidana, ekonomi,
dan lain-lain, maka kaum muslimin mempunyai hak yang sama, peluang yang
sama dan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan Syari‘at Islam.>

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, kiranya kita perlu belajar dan
memperhatikan apa yang telah dilakukan Malaysia, yang saat ini dengan
tegas telah menyatakan diri sebagai sebuah Negara Islam. Apa yang dilakukan
Malaysia ini sebenarnya merupakan upaya yang dilakukan terus menerus
tanpa mengenal putus asa. Padahal Malaysia juga mengalami nasib yang
sama seperti Indonesia, yaitu sebagai sebuah negara yang dijajah bangsa lain,
yaitu Inggris.

DiMalaysia telah dilakukan upaya-upaya yang disebut dengan * Islamization
of Knowledge”. Islamisasi Ilmu Pengetahuan ini merupakan suatu gerakan
intelektual yang relevan bagi semua komunitas muslim, apakah mereka yang
tinggal di negara-negara muslim maupun mereka yang memiliki posisi sebagai
suatu kelompok minoritas di sebuah negara sekuler. Gerakan ini merupakan
agenda “Ummah” secara keseluruhan. Mohd Nor Wan daud mengatakan:

“The Islamization of knowledge issue is undoubtedly the most promising intelectual

agendaof Islamic resurgence and one of the most controversial issues that has captured

- Admﬂmmm,ﬁhhtnnmwmdmumcamhmm
Jakarta, him. xxii.

®  Proses sekularisasi fimu ini dimulai ketika seorang filsuf barat, Rene Descartes
(m.1650) yang memformulasi sebuah prinsip, aku berpikir, maka ala: 2da {cogitc ergo
juga dilakikan oleh Rlsuf-Blsuf barat yang lain, seperti Thomas Hobbes, Denedict Spincza.
John Locke, dan Lain lain. Adian Husaini, Ibid. ko 7.
3 IrfanS. Awwas, 2008, Op. Git, him 41
n
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Menurut para ahli hukum, manusia adalah seperti seorang wakil untuksu
tindakan yang sesuai dengan undang-undang, Wakil ini harus memenuhi 5@
untuk memiliki kemampuan melakukan tindakan yang legal (ahliyyaal-ads)*
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Nilai Religius, Morol dan Hukum dolom Pondangon Esmi Worassih
4. Penggunaan Hermeneutika dalam Menafsirkan Hukum
Satu hal lagi yang sangat berkaitan dengan hukum dan manusia adalzh cara
bagaimana manusia memahami hukum tersebut, Bunyi pasal undang-undang
bila dibaca bunyinya pasti sama, tetapi dapatkah kita menjamin bahwa setiap
orang dapat memperoleh pemahaman yang sama dengan membaca pasal-
pasal undang-undang tersebut? Tentu kita tidak berani memberikan jaminan,
sebab kata-kata itu sarat dengan makna, Pasal yang sama bisa dipahami dan
dimaknai berbeda oleh setiap orang yang membacanya. Menurut Satjipto,
bahasa hukum boleh disebut sebagai mewakili suatu ragam bahasa tersendiri
disamping ragam bahasa yang lain. Cirinya ditandai oleh penggunaan kata-kata
yang terukur dan berusaha untuk merumuskan pengertian-pengertian yang
hendak disampaikannya secara eksak. Oleh karena itu timbul kesan bahwa
ragam bahasa hukum dalam hal ini bahasa peraturan perundang-undangan
adalah menjemukan dan kering. Hal ini terpaksa dilakukan mengingat juga
tidak mungkin menggunakan bahasa yang lengkap dalam undang-undang,
sebab kalau diikuti betapa tebalnya kitab undang-undang tersebut, demikian
juga justru akan mengurangi nilai “keluwesan” peraturan hukum. Di sisi
yang lain bila bahasa undang-undang itu simpel dan kering, maka terbukalah
penafsiran oleh hakim, dan hukumpun justru akan selalu dinamis, mengikuti
konteksnya. Di sinilah diperlukan satu cara untuk menafsirkan hukum, dan
salah satu cara menafsirkan hukum yang cukup populer saat ini adalah dengan
menggunakan hermeneutik.
Berkaitan dengan penggunaan hermeneutik ini Esmi Warassih mengatakan

bahwa:
“Penelitian hukum harus bersifat holistik dengan menggunakan berbagai

pendekatan sesuai dengan permasalahan yang hendak dijawab. Proses
penelitian selalu melibatkan manusia sebagai peneliti dan yang diteliti tidak
selalu seimbang, maka diperlukan pemahaman, penghayatan (versteher)) dan
interpretative understanding dalam membaca serta memaknai simbol-simbol
yang hadir dalam proses penelitian tersebut. Penelitian hermeneutika hukum
berbasis nilai-nilai etik, moral spiritual dan pengutamaan manusia dan alam
semesta sarat dengan simbol-simbol dengan pendekatan secara menyeluruh
agar pencarian penemuan akan kebenaran dapat tercapai”.

Menurut hemat penulis, berkaitan dengan hermeneutik ini,
memang tidak kita pungkiri cukup besar manfaatnya bila hermeneutik ini
dipergunakan untuk menafsirkan hukum manusia (hukum buatan manusia), atan
keadaan-keadaan/ peristiwa hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia
sehari-hari, sebab memang manusia itu serba relatif dan penuh kekurangan.
Hermeneutik bisa dipergunakan untuk memaknai simbol—simbolscpq.ﬁ m.sslnya
mengapa seseorang tega melakukanaksi bom bunuhdiri? Setelah diteliti, dicermati
dan ditafsirkan sesuai dengan konteks yang mengiringinya, yaitu karena pelaku
ternyata menganggap halitu sebagai salahsatu bentukjihad. Sementara pihak lain
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Nilai Religius, Moral dan Hukum dolom Pandangan Esmi Warassh
sebagai hasil debat publik antara Kelompok Majelis Mujahidin dengan
kelompok Paramadina yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 lalu. Kelompok Mujahidin
antara lain mempertanyakan apa yang dimaksud dengan Figh Lintas Agama
Jtu, apakah ada Figh Lintas Agama itu, dan pertanyaan-pertanyaan lainyang
ada dalam debat tersebut. Intinya Kelompok Paramadina telah berlebihan
dalam menafsirkan ayat-ayat Allah dalam al-Qur'an. Mereka juga telah
menggunakan hermeneutik untuk menggantikan Ushul Figh.*

Berkaitan dengan penggunaan hermeneutik untuk tafsir al-Qur'an ini
Yudian Wahyudi, Ph.D mengatakan:

“Para pengagum hermeneutik Indonesia pada umumnya tidak memahami
bahwa istilah hermeneutik al-Qur'an berarti sama saja mengatakan bahwa
al-Qur'an membutuhkan hermeneutik, tidak ada aslinya. Keaslian al-Qur'an
ini sudah hilang justru lebih awal lagi, ketika Malaikat Jibril meriwayatkan
kepada Nabi Muhammad, karena menurut hermeneutik ini Malaikat Jibril dan
Nabi Muhammad menafsirkan pikiran Tuhan. Ini juga berimplikasi bahwa
Kita menuduh Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sebagai pendusta (tidak
amanah) karena mengubah wahyu al-Qur’an, padahal Malaikat Jibril dan
nabi Muhammad dikenal sebagai al-Amin.*

Jadi menurut Yudian Wahyudi, penggunaan hermeneutik untuk al-Quran
harus disadari konsekuensi teologinya. Problem penggunaan hermeneutik ini
sebenarnya jauh-jauh hari sudah diselesaikan oleh Hanafi dalam disertasinya,
Les methods d'exegese. Walau sudah diterbitkan tahun 1965 namun disertasi ini
jarang tersentuh oleh umat Islam, terutama para propagandis hermeneutik
al-Qur'an, kata Wahyudi. Dalam proses penerimaan Wahyu al-Qur'an, maka
dalam proses vertikal ini Malaikat Jibril danNabi Muhammad bertindak sebagai
Passive Transmitter. Nabijuga sepenuhnyajugabertindak sebagai passive recorders,
sehingga wahyu Allah bersifat verbatim. Dengan kata lain Malaikat Jibril dan
Nabi Muhammad tidak menafsirkan pikiran Tuhan. ltulah fungsi al-Amin. Di
dalam al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang mengeritik Muhammad, seperti
yang terdapat di awal surat Abbasa (surat 80). Keberadaan ayat-ayat seperti
ini terbukti bahwa al-Qur’an itu otentik, bebas dari campur tangan Nabi. Nabi
Muhammad sama sekali tidak berani mengubah (menafsirkan) ayat-ayat yang
diwahyukan kepadanya.®

Dalam halaman lain dari bukunya Yudian juga mengatakan:

“Pengagum-pengagum Abu Zaid perlu belajar dari idola (epjsmlogi:

“berhala”) mereka. Setelah bikin geger Abu Zaid ternyata merevisi teorinya.

" Baca pada buku Muhammad Thalib,dkk, 2004, Kekafiran Berpikir Sekte
Paramadina, Wihdah Press, Yogyakarta. i

» Yudi:mWahyudi,zms,Hukumlslam,Aanilsaﬁtdml'ohtﬁ.Nawmm
Yogyakarta, him. 133.

% Ibid. him. 135.
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keinginan (will) untuk menyusun al-Quran dalam satu mushaf i

dialckQumisy.SikapUsnuninididuk\mgsc;enu!n-vy::!chx:\a m“‘:{:&‘:

terutama keturunan Quraisy (power). Dengan otoritas selaku Khalifah, Usman

juga membakar mushaf lain yang berbeda dengan mushafnya. Akibatnya

Mushaf Usmani tanpa saingan, dan dengan mudah menyebar di seluruh

gcndudukan Islam. Sehingga dominasi dan otoritas suku Quraisy semakin

uat, baik atas kekuasaan, agama maupun budaya (hegemani).

Inilah kata Adian Husaini, bahayanya penggunaan hermeneutik ketika
diterapkan terhadap penafsiran ajaran Islam, terutama al-Qur'an. Akibatnya
muncul pemikiran dan orang-orang yang sampai hati menyerang para ulama
dan sahabat Nabi yang mulia, jika mushaf Utsmani diragukan dan Sayyidina
Utsman diragukan, demikian juga sampai berani mencitrakan Tuhan dengan
laki-laki, apakah lagi yang tersisa dari Islam?*

C. PENUTUP

Agaknya perlu diingat di sini bahwa dalam Islam ada tradisi penyatuan
antara ilmu dengan amal. Ada konsep “fasiq”, di mana seorang yang meskipun
berilmu tinggi, tetapi berbuat jahat, dapat terkena kategori fasiq, dan karena
itu periwayatan dan beritanya perlu diklarifikasi. Oleh karena itu meskipun
kita berpendirian bahwa hukum itu bersifat progresif, dan hukum ituharus
sesuai dengan kehendak masyarakat, demikian juga bahwa hukum itu harus
selalu ditafsir ulang, tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa sudahkah kita
melakukan Klarifikasi? Dan jelas bagi kita umat Islam satu-satunya alat untuk
Klarifikasi adalah kebenaran al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Demikian tulisan singkat ini penulis maksudkan untuk sekedar sharing
dengan temn-mmanakademisi,semogakitadnhmfomm-fommﬂmhhsepaﬁ
ini selalu memiliki semangat untuk saling “to fake and to give”, selalu belajar
dan berupaya membangun hukum di Indonesia ini dengan suasana penuh
kekeluargaan dan islami, sehingga ilmu kita mendapat barokah dan rahmat
dari Allah swt. dan sekaligus mendapat ridlo-Nya. Amin.
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APLIKASI METODOLOGIS HUKUM KONTEMPLATIF
PADA PENELITIAN BUDAYA HUKUM!

Teddy Asmara

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan memaparkan terapan metodologis atas teorisasi hukum
kontemplatif yang merupakan kultivar intelektual dan spiritual Esmi Warassih?,
oleh karena itu tidak membahas keunggulannya sebagai varietas hukum yang
berkarakter spiritual pluralistik. Sebagai teorisasi rekonstruksi cara berhukum
yang memfungsikan nalar dan nurani, epistemologikal hukum kontemplatif
mensyaratkan pengonsepan hukum yang holistik, utuh dan menyeluruh
hingga mencakup aspek-aspek nilai, ide, dan makna. Implikasinya pada
tataran metodologis jelas menunjuk pada metode penelitian kualitatif, karena
apa yang dipahami sebagai hukum itu masih harus digali secara induktif pada
keyakinan, perasaan, pikiran, dan perkataan, yang sebagaimana kemudian
mempola menjadi perilaku hukum pada realitas empirik.

Menyimak implikasi metodologis dari teorisasi hukum kontemplatif,
dapatlah dipahami, pertama, bahwa teorisasi tersebut tidak dapat diaplikasikan
pada penelitian yang didesain dengan asumsi, strategi, dan prosedur yang
beraparadigma positivistik. Artinya, bahwa pendekatan nondoktrinal yang
berhaluan struktural atau behavioral pun sesekali tidak akan memadai, apalagi
menggunakan pendekatan doktrinal niscaya menjadi jauh panggang dari api.
Kedua, teorisasi hukum kontemplatif erat kaitannya denganstudi budaya hukum
mengingat konfigurasi jalinan nilai, ide, dan pikiran yang mengkonstruksi
sebagai keyakinan atau merupakan sistem kognitif-normatif suatu komunitas,
secara konseptual dapat dipadankan dengan konsep budaya hukum.

Mengihwal kajian budaya hukum, nyatanya masih ada karya akademik
yang tidak memperhatikan koherensi konsep dan metodologinya, kecuali hanya
mengulang jargon-jargon tanpa menjelaskan ihwal pilihan strategi, kesesuaian,
dan teknik operasionalnya. Sebagai contoh, dapat disimak pada desain penelitian

' Substansi tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid
43 No.3, 2014, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, him. 445-52, kemudian dilakukan revisi
untuk keperluan di sini.

! Esmi Warassih, 2016, “Ilmu Hukum Kontemplatif”, Penelitian Hukum
Interdsipliner (Eds. Tutut Ferdiana Mahita Paksi dan Rian Achmad Perdana), Thafemedia,

Yogyakarta,
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Desain penelitian tersebut secara eksplisit mengfaba'ikan implify
metodologik atas pengonsepan budaya hukum yang menjadi acuanays g
mungkin tidak memahamni maksud Lawrence M. Fnedmfln yang mengory
budaya hukum dalam kerangka teorisasi menempatkan mstem. hukum 5%
bagian darisistem sosial; melihat bekerjanya sisten hukum dari p.erspekhf in
sosial; dan menjelaskannya secara behavioral. Dengan kata lain, penerp
konsep budaya hukum tersebut mensyaratkandata empirik yang mustahil digl
diorganisasi dan dianalisis dengan pendekatan doktrinal yang mengandilz
logika silogisme-deduktif untuk membuktikan preskripsi peraturan huks
Kerancuan metodologis makin kentara dengan memposisikan perpusta
sebagai lokasi penelitian atau secara operasional menganggap geda
perpustakaan sebagai setting tempat terjadinya proses akulturasi dan d
hukum. Memang, penyebutan perpustakaan sebagai lokasi penelitian cende®
memodel, misalnya dalam disertasi: D. Andhi Nirwanto (2015); AntonSuy#
(2014); dan A. Ansari Ritonga (2012),

Pmsabamn metodologi dalam kajian budaya hukum dapat dipast¥
::mm:,a:‘::;@" gejala khas akademisi hukum di Indonesia yang ™
lanto” masih mencari identitas metode penelitian dan lemahnya peng”
Hukum dﬁ}:‘;‘wé:iﬁnmdh Normatifterhadap Difusi Hukum danh-“\::l‘:i

UNPAR, Bandung g2an Hukum menuju Sistem Hukum Nasional
Friedman »
RusellSage Foundaﬁl:m mgﬁm“:ﬁ Legal System: A Social Science PEF*

Sulistyowati Ir T ¢ ooV
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5 Obor, Jakarta, b 2?7 8 de Penelitian Hukum: Konstelas

Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplatif pada Penelitian Budaya Hukum
metodologi hukum di perguruan tinggi, dan secara umum ditengarai sebagai
konsekuensi dari keengganan pengkaji sosiolegal untuk mendalami perdebatan
metodologik dalam disiplin ilmu yang dipinjamnya.® Sedangkan kerancuan
konsep budaya hukum pada intinya berpangkal dari keragaman konsep dan
pendekatan kebudayaan itu sendiri, kemudian diperkuat oleh gerakan studi
kultural (the cultural turn) yang menggunakan konsep kebudayaan dengan
‘menyimpang’ dari tradisi antropologi’ sehingga penambahan kata ‘hukum’
pada ‘budaya’ hanya memperburuk kekacuan konseptual.* Kondisi tersebut
diakui oleh Friedman dan Scheiber’ dengan menunjuk kepada maraknya salah
kaprah konsepsi dan aplikasi kajian budaya hukum.,

Berangkat dari paparan di atas, tulisan ini mencoba mengurai sisi aplikasi
metodologis dari teorisasi hukum kontemplatif melalui contohnya pada penelitian
budaya hukum. Uraian dimulai dengan diskursus tentang: (1) bagaimana
pengonsepan dan pendekatan budaya hukum dari perspektif antropologik?;
dan (2) bagaimana implementasinya pada praksis metode penelitian kualitatif?
Thwal konsepsi dan pendekatan dibahas secara analitik-argumentatif, sedang
implementasinya dipaparkan dengan alur proses pelaksanaan penelitian.
Mengingat masalah penelitian menempati posisi strategis, dan menyesuaikan
kepada ruang tulisan yang tersedia, bahasan implementasi berfokus ke ihwal
ajuan masalah penelitian dalam proposal dan teknik penyempurnaannya di
lapangan, sebagaimana diilustrasikan dengan penelitian tentang budaya hukum
hakim di Pengadilan Tipikor.

B. BUDAYA HUKUM: KONSEP DAN PENDEKATAN

Debatkonsep budayahukumantara Cotterrell dan Friedman'®sesungguhnya
tidak perlu dan tidak pada tempatnya, karena penulis pertama berkonteks kepada
analisis perbandingan, sedangkan penulis kedua berorientasi kepada kebutuhan
analisis sosial tentang hukum. Tetapi, silang pendapat di luar mereka masih
berlanjut, antara yang menghendaki pengonsepan yang ketat demi keterukuran
dan pengonsepan yang longgar untuk pengembangan teorisasi," karena itu

¢ Banakar, Reza and Max Travers, 2005, “Law, Sociology and Method,” Banakar,
Reza and Max Travers (eds), Theory and method in Socio-legal Research, Hart Publishing,
Oxford and Fortland Oregon, him. 18.

7 Mautner, Menachem, 2011. “Three Approaches to Law and Culture”, Cornell
Law Review. Vol. 96: 839-40.

*  Silbey,Susan,2010. “Legal Culture and Cultures of Legality,” John R. Hall. Etal
(eds), Handbook of Cultural Sociology, Routledge, London, him. 470.

*  Friedman, Lawrence M and Harry N. Scheiber, 1996. Legal Culture and the Legal
Profession,Westview Press, Boulder, him. 11.

¥ Nelken, David, 2004, “Using the Concept of Legal Cultures,” Australian Journal
of Legal Philosophy. Vol. 1: -89, http://heionline.org/ diunduh Rabu, 27 Oktober 2004.

" Silbey, “Legal Culture and Cultures of Legality,” him. 472.
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Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplatif poda Peneliion Burdaya Hulm
dan hukum bersifat dinamik, interakuif, dan dialektik, yang dalam relasi tersebut
memungkinkan hukum sebagal pembentuk sekaligus merupakan objek kajian
budaya, dan/atau berganti posisi secara sirkular, bahwa yang satu dan pada
gilirannya membentuk yang lainnya,”

Konsepsi budaya hukum yang berhaluan ideasional sedikit banyak terilhami
oleh pendapat Geertz!" yang melihat hukum itu adalah bagjan dari cara berpikir
tentang kenyataan, merupakan spesies imajinasi sosial, sehingga nalar hukum itu
bukan sekedar refleksi bahkan merupakan konstruksi realitas sosial. Demikian
pula, mercka memanfaatkan teorisasl Bourdieu mengenai konsep habitus
hukum® sebagai seperangkat struktur mental dan cara kebiasaan pemahaman;
sebagal struktur kognisi atau kecenderungan sosial; bukan berwujud peraturan
hukum tetapi bisa mengorganisasikan praksis; sebagai prinsip pengembangan
strategi daripada prinsip yang mengatur bentuk strateginya.

Tema utama dari analisis kebudayaan pada Intinya menyoal tentang
bagaimana menelaah dan menginterpretasi hukum dari perspektif kebudayaan#
Langkah nalarnya antara lain mengikuti tradisi antropologi hukum yang
melihat hukum sebagai fenomena kultural dan dapat dikaji dari dan pada
cara masyarakat memahami dan menjalankan gagasan-gagasan dan pranata
hukum.” Bagi sebagian pendukung determinasi kebudayaan yang dikenali
sebagai pendekatan konstitutif tidak ada keraguan lagi melihat hukum sebagai
kebudayaan. Pendukungnya antara lain adalah Mezey® yang berpendapat
bahwa walaupun hukum berpartisipasi dalam pembentukan makna yang
dimiliki oleh sistem semiotik kebudayaan, namun hukum pun adalah produk
kultur dan praksis yang membentuknya, demikian ia meneladani Ewik dan
Silbey™ tentang proses resipokral, bahwa makna yang diberikan secara individual
terhadap dunianya menjadi memola, mapan, dan mengobjektivikasi sehingga

“Thinking with Culture”, Buffalo Law Review. Vol 57; 513 dan 523; Smits, Jan M, 2009,
“Legal Culture as Mental Software” Maastricht Working Paper, 2: 5-6, http:/ /www.
unimaastrichtworkingpapers diunduh Senin, 6 April 2009,

Y Mezey, Naomi,.”Law as Culture”, him. 38 dan 46

¥ Geertz, Clifford, 1983. Local Knowledge: Further Essay in Interpretative
Anthropology, Basic Book, New York, him. 184, 218, dan 232.

" Mautner, Menachem, “Three Approaches to Law and Culture”, hlm. 865; Gieskes,
Edward, 2010, Representing the Professions: Administration, Law, and Theater in Early
Modern England. Associated University Press, N.J, him. 124; dan Krieken, Robert van, Legal
Reasoning as a Field of Knowledge Production: Luhmann, Bourdieu and Law’s Autonomy.
Paper presented at annual meeting of The Law and Society Association, Chicago, Tllinois,
May 27, 2004, him, 15. http./ / seslibrary usyd edu.au/ diunduh Selasa, 6 Februari 2007.

¥ Kwall, Roberta Rosenthal, 2012. “Cuitural Analysis Pardigm: Women and
Synagogue Ritual as a Case Study”, Cardozo Law Review. Vol 34: 619.

™ Cohen, J. Amy, “Thinking with Culture”, him. 536,

B Mezry, Naomi, “Law as Culture”, him, 47,

™ PRwick, Patricia dan Susan $, Silbey, The Common Place of Law; Stoties from
Everyday Life, hilm. 39.
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akan tercukupi oleh hasil penataan amatan fakta-fakta empirik sebagaimn
pendekatan yang berhaluan behavioral, melainkan memerlukan realitas ya
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amatlebihimajinatif. Konstruksi rasionalitas dalam konstelasi realitas sosial i
Asmara® digambarkan dalam bentuk jenjang koherensial, yaitu sebagainst
berikut di bawah ini.
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realitas nilai

(worldview)

tindakan yang relatif menetap dan memiliki keteraturan, misalnya, mengenai
karakteristik perkara denganatributjenis tindak pidana, status sosial terdakwa,
besaran kerugian, intensitas perhatian masyarakat, dan sebagainya. Bagaimana
partisipan memberi makna terhadap suatu perkara, bisa ditelusuri pada lapisan
realitas ide yang merupakan kumpulan pengetahuan dan pengalaman yang
ditimba dari kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, mengapa
mereka merefleksikan seluruh, sebagian, atau mengabaikan pengetahuannya,
jawabannya ada pada realitas world view yang merupakan landasan ideal atas
pilihan melakukan suatu tindakan tertentu.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa Friedman menekankan kepada
pendekatan behavioral tetapi mengonsepkan budaya hukum yang mencakup
realitas nilai, maka dengan sendirinya akan menimbulkan problem epistemologik
dan metodologik sehingga berpotensi menyesatikan. 7 Bercermin kepada kekeliruan
Friedman, pada lapisan realitas sosial yang mana seyogianya melakukan kajian
budaya hukum, jawabannya akan bergantung kepada pendekatan yang
digunakan, dan pilihan pendekatan itu sendiri akan ditentukan oleh sifat dan
ruang lingkup masalah penelitian. Oleh karena itu, cuplikan dari penelitian
budaya hukum hakim di Pengadilan Tipikor™ pada hahasan selanjutnya, adalah
sebagai ilustrasi tentang cara merumuskan masalah dalam penelitian kualistif
A

©  Nelken, David, “Thinking About Legai Culture,” htm. 255,

®  Teddy Asmara, 2014, * Psiko-ekonomik Pragmatis dalam Perirpanan Kasus Yays
<i Pengadilan Tipikor Banding”, Jurnal Hukum Yustisha, Etisi 88; Teddy Asmars, 2072,
* Proses Legitimasi HMT di Tipikor Amarta®, Jurnal Dinsnika Hukum, Vol 12 (3}
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Aplikasi Metodologis Hukum Kontemplafif poda Penelifion Budayn Hukum
variabel dalam kerangka menguji teori,® melainkan hasil dialog teorisasi
memahami fenomenon kritik publik yang kemudian menjadi topik penelitian
yang dipilih, atau bahasa teknisnya sebagai argumentasi teoretik untuk latar
belakang penelitian. Strauss dan Corbin* menyebutnya dengan istilah kepekaan
teoretik atau kemampuan untuk mengenali ihwal yang penting dalam data dan
memaknai data tersebut.

Memang, peneliti pemula sering mengartikan jargon ‘pikiran kosong’ dalam
penelitian kualitatif itu seolah identik dengan tanpa teori sama sekali, padahal
retorika tersebut untuk menekankan pada konsistensi proses induktif bahwa teori
yang relevan akan muncul dari dan/atau selama pengumpulan dan analisis data
dilapangan. Tokoh grounded theory seperti Barney G. Glaser dan Anselm Strauss™
mengatakan, bahwa “peneliti tidak mungkin memahami realitas dengan tabula
rasa, dia harus berspektif supaya mampu mencari data yang relevan.” Demikian
pula menurut Odis E. Bigus®, “peneliti tidak mungkin memasuki area penelitian
dengan pikiran kosong, kecuali tanpa membawasuatu teori sebelumnya”. Dengan
demikian, pemanfaatan teori sebatas bahan diskusi yang sejalan dengan kepekaan
induktif tidaklah bersifat paradoks sebagaimana dikatakan oleh Bendasolli,”
yaitu di satu sisi memerlukan kerangka teori, di sisi lain peneliti bisa berinovasi
dan menciptakan kemungkinan baru atas fenomena yang merekonstruksi secara
empiris, bahkan bisa keluar dari kerangka teoritik yang digunakan.

Teori diperlukan bukan difungsikan untuk menyusun prakonsepsi (theory-
driven) seperti lazimnya kaum positivistik, yang terapannya pada penelitian
hukum doktrinal berkonsekuensi kepada cara berpikir sang peneliti akan
terikat oleh bunyi peraturan hukum dan lang-kah penelitian pun tersandera
oleh tujuan-tujuan praktisnya.® Apa yang dimaksud dengan “pikiran kosong”
ini bisa disimak pada anjuran Austin Sarat dan Thomas R. Kearns (1995:55)”
berikut ini:

®  Creswell, John. 2004. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methoods Approaches, Sage Publication, London, him. 119 dan 125.

% Strauss, Anselm and Juliet Corbin, 1999. Basics of Qualitative Research, Sage
Publication, London, him. 46.

®  Glaser, Bamney G. dan Anselm Strauss, 1967. The Discovery of Grounded Theory,
Aldine, Chicago, him. 3.

*  Bigus, Odis E, 1994. “The Stdy of Basic Social Process,” Barney G. Glaser (ed), In
More Theory Methodology, Sociology Press, Mill Valley CA, him. 39.

¥ Bendassolli, Pedro F, 2013. “Theory Building in Qualitative Research:
Reconsidering the Problem of Induction”, Forum Qualitative Research Vol 14 (1): 15, http:/ /
www.qualitative-research.net/ diunduh Kamis, 14 Februari 2013.

®  Kahn, Paul W,1999, The Cultural Study of Law: Reconstructing Legal Scholarship,
Chicago University Press, Chicago, him. 5 dan 30.

*  Sarat, Austin dan Thomas R. Kearns, 1995. “Beyond the Great Divide: Forms
Legal Scholarship and Wveryday Life,” Austin Sarat dan Thomas R. Kearns (eds), Law in
Everyday Life, University of Michigan Press, Ann Arbor, him. 55.
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i 3 e Deckman F von, 2000 Propert dan Kesinarmbungan, Grasné
*  Strauss, Anselm and Julet Corbin, Basics of Qualitative Research. bz

v : ) m@&:’;&‘%ﬂm. Hukum: Paradigma, Metode dan Dis#

® Creswell, john,

Approaches, him 106 mb“mm::ﬁu,mnﬁmuve,mdwd’%{“

- M‘” ie:»

& Qualastive Resaerct D;Z‘Y;“‘“Urmhum.'mmducﬁmﬁ"%f
Research, Sape poty dan Yvonna S. Lincoln (eds) :

32 N.Y, him. 2, :

Aplikani Mtodohongs Hibum Kommmpios! prads Pendtion Budbogn Hioss
seyogianya mampu menggunakan beragam metode yang saiing berkaitan, ot
sebab itu menurut Morse” bahwa peneliti yang baik, disamping tidak hanva
bersandar kepada satu strategi penelitiar, juga sudah mengenali teori {fme-ifma
gosial dan memahami kerangka operasional atau paradigmy penelitian yang
sesuai sambil tetap melakukan penelitian secara induktif,

D. PERTANYAAN PENELITIAN DI LAPANGAN

Dalam penelitian kualitatif bahwa adaptasi di lapangan tidakiah sehatas
telnik untuk mendekat kepada informan dan/atau menyatu dengan pelaka, juga
mencakup rancangan penelitian yang memang sifatnya berkembang (emergen!
design), misalnya, mengenai perubahan masalsh penelitian dan tentu saja
berkonsekuensi pada kemungkinan perubahan strategi pengumpulan datanya
Pasalnya, selama berinteraksi dengan partisipan di lapangan temyata para hakim
selaku pelaku dan/atau informan menganggap pemberitzan media massa ity sudah
menjadi bagian dari konsekuensi melaksanakan tugasnya. Mereka sudah terbiasa
bentuk pengawasan, melainkan sebagai aksi penggiringan opini agar hakim tidak
menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Walikota Bekasi. Inilah yang seharusiys
menjadi perhatian peneliti dengan teknik verstehen, bahwa pemahaman mereia
jangan disangkutpautkan dengan salah atau benar; keliru atau tepat; tetapi itulah
ungkapan bahasa emik terhadap realitas yang sedang dialaminya.

Berangkat dari emik kemudian mencari korespendensinya dengan sisi etik
peneliti, yakni bahwa realitas penggiringan opini identik dengan legitimisasi
wacana dalam konstruksi realitas sosial, baik berpaham Bergerian maupun
Bourdiean. Teori ini dipilih karena relevansinya dengan fenomenon sebagaimana
yang direfleksikan oleh pikiran dan pengetahuan partisipan. Artinya, dengan
meminjam Bendassolli”, bahwa konsep legitimasi wacana itu sebagai asumsi
teoritis menurut proses konstruksi empirik. Oleh karena itu, pertanyaan
penelitian bisa dipertajam menjadi (2) bagaimana hakim memaknai kasus korupsi yang
ditanganirnys berkait dengan upaya legitimasi terdakioa harus dilukum? Berubahnys
pertanyaan penelitian tidak lain sebagai konsekuensi logis dan metode induktif,
bahwa dalam proses penelitian kualitatif tidak didasarkan atas prakensepsi
sang peneliti yang kemudian dibawa ke lapangan.

Bagaimanapun, hakim yang menjadi sasaran penelitian mempunyai cara
berpikir atau habitus hukum yang dibangun cich pengalaman dan inter akxi

“  Denzin, K Norman dan Yvonna §. Uscoin, 205 “Intraducuen Enteing e
Field of Qualitativi: Resasrch.” him. 222 dan 223

® Creswell, johs. Rescorch Design: Qualitative, Guantitative, and Mixed Masbiods
Apyrouches, him. 107 dan 181,

*  Bendassolli, Pedso F. “Thepry Building tn Quatitative Rewarch, fasiguideriog
the Problem of induction”, hiin. 15.
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pertanyaan, yaitu (4) bagaimana pemaknaan hakim terhadap perkara korupig
konstruksi dabooaarnya terindikasi manipulatif? |
Manipulasi dakwaan yang secara teknis adalah produk jaksa pe?
umum, tetapi eseinsinya akan merujuk kepada awal dari peristiwa ituiﬂj,
yang dalam konteks di sini adalah tindakan dari pelapor dan ters¥
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Aplikosi Metodologis Hukum Kontemplasf pada Penelifion Budaya Hokum
makna yang disepakati bersama. Artinya, semua pihak yang terlibat, penegak
hukum dan bukan penegak hukum, masing-masing mempunyai andil dalam
rekonstruksi, yaitu proses menjadikan suatu peristiwa sebagai kasus tindak
pidana® Dengan pemahaman tersebut, maka pertanyaan penelitian akan
berkembang, misalnya (5) bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dijadikan kasus
korupsi oleh mereka, yaitu pelapor, penyidik, dan penuntut umum?

Konsekuensi epistemologik dari pertanyaan penelitian (5) mensyaratkan
latar historis cara berpikir masing-masing komunitasnya, dan lokasi penelitian
pun meluas ke domain kejaksaan, desa, dan lokasi lainnya sepanjang menjadi
bagian integral dari dan signifikan dalam proses perekonstruksian perkara.
Untuk memenuhi persyaratan tersebut bisa dibantu dengan menggunakan
metode etnografis. Tetapi, kalau fokus perhatian tertuju kepada dan dibatasi oleh
kasus tertentu sebagai obyek penelitian, maka bisa memanfaatkan pendekatan
studi kasus, entah bermodel intrinsik karena minat peneliti kepada kasus tersebut,
entah model instrumental untuk pendukung keperluan teorisasi.® Praksisnya
bisa salah satu atau keduanya karena akan mengikuti masalah yang diteliti,
namun demikian, penelitian kualitatif lazim menggunakan multipendekatan
untuk memenuhi obsesi holistik dan kedalaman memahami fenomenon.

Terapan studi kasus-etnografi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan
penelitian (6) mengapa kelompok pelapor antusias menggunakan mekanisme peradilar:
pidanaataskasus yang sudah diselesaikan secara musymwarah? Kemudian, (7) mengapa
jaksa penutut umum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang nilzi
kerugiannya tidak signifikan? Studi kasus disini menunjuk pada peristiwa hukum
dalam kasus gope yang sebagaimana telah disinggung di depan berindikasi
manipulatif. Sementara, pendekatan etnografi adalah untuk memetakan kognisi
hukum dalam ancangan dunia kelompok pelapor dan komunitasjaksa penuntut
umum. Konsep kelompok dan komunitas di situ untuk menekankan bahwa
sekalipun yang menampak itu adalah perilaku hukum individual namun
merupakan keyakinan, pikiran, dan tindakan hukum yang bersifat rutin dan
kolektif, sebab jika spontanitas dan individualitas belaka lebih mendekati
kepada kajian psikologi hukum, dan tidak cukup dikategorikan sebagai kajian
budaya hukum.

Desain penelitian kualitatif yang berkembang (emergent design) jelas
memerlukan keterampilan, yang menurut Strauss dan Corbin®antara lain ialah
pengamatan yang cermat, kepekaan teoretik dan pengetahuan yang diperoleh
dari pengalaman sebelumnya untuk bisa meninjau ulang dan menganalisis
situasi secara kritis. Di sini akan dicontohkan lagi, bahwa pada saat penelitian
dilapangan muncul dua kasus korupsi, dalam kasus pertama terdakwanya
WY—MMQ Budaya Ekonomi Hukum Hakim, him. 175.

Stake, Robert E, 2005. “Case Study”, Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln

(eds} Handbook of Qualitative Research, Sage Publication, N.Y, him. 238.

" Strauss, Anselm and Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, him. 18.
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pROSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM
PANDANGAN FILOSOFIS'

Dr. Kamri Ahmad?

ABSTRAK

tuknya Negara Hukum Indonesia ialah “untuk mewujudkan
umum”. Demikian penegasan pada alinea keempat Pembukaan
U ndang-U“d""g Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah salah satu dasar
flosofis sistemn hukum di Indonesia, termasuk sistem hukum pidana sebagai
Fagian dari keseluruhansistem hukumyang berlaku untuk mencapaicita hukum
ersebut. Kalimat ‘Mewujudkan kesejahteraan umum’, pada hakikatnya diilhami
olehteorinegara kesejahteraan modern (modern welfare state theory). Konsep teori
irilah dijabarkan oleh penyelenggara negara dengan coraknya masing-masing.
Mulai masa Presiden Soekarno-Hatta, hingga Presiden Joko Widodo, yang sangat

kenta] dengandorongan moralitasnya dalam menjalankan pemerintahan Kabinet
Kerja. Dalam konteks yang demikian itu, dari sisi mana dalam sistem hukum
pidana dapat dibaca “mewujudkan kesejahteraan umum” tersebut? Dalam
Tulisan ini akan dibicarakan dua sisi dari hukum pidana dengan pendekatan
flosofis. Pertama, menyangkut tentang bagaimana keadilan sosial kaitannya
dengan orientasi hukum pidana, baik secara konseptual teori maupun arah
dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Kedua, berkenaan dengan hubungan
antara norma moral dari hukum dengan doktrin hukum dalam pertimbangan
hukum hakim.

Kata kunci: Hukum pidana, filosofis dan doktrin hokum.

Tujuan diben’

A. PENDAHULUAN

Taba!":tikitar lima abad yang lalu,
aba rupanya bukan hanya ahli di bidang
i ble sebagi ahli di bidang hukum terutama
tidal befPen&?apat, bahwa hukum pidana mengh

rcerai-berai; sebagai pagar negara 2gar tid

i

Lain IH Disampaikan pada Seminar Nasional Pemikiran Hukum ‘spmn.ay’ Pruralistik r{‘?::

: ukum yang Terlupakan), Aula Pascasarjana Undip. scu:tlrm‘; 2021 Qktober 2016
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.
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seorang negarawan Bugis bernama To

ketatanegaraan, tetapi ia juga
masalah hukum pidana. To
impun orang banyak agar
ak dimasuki kesewenang:
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si kuat yang Cﬂl’mg',

Memahami definisi yang dikemukakan oleh To Tab, pey,,,

t

. mah yang mempunyai halaman® 1, (P |
giibaratkan sebagai “Sebuah 1 - 5
ebiar rumah frdlah diperiuban sedese'an PG THEY oA besrta |

Daya rekayasa sosial hukum pidana sebagaimana ungkapan To T |

wmmwmmmmymgmﬁ {
taiumlmhmpidmmh.mmpimm :

bidmgm(tuhnnpidm)mm@ﬂm\gantuhmm(w
berhukum di Indonesia selama 32 tahun, dimulai sejak Presiden Soé=*
nmgmghﬂaﬁkdnmmsddﬂrhhml%hh\ggapawmmm {
tak dapat dipungkiri bahwa ada keberhasilan yang dicapai dalam perbeg== |
ekonomi dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, Indikator keberhas2=® |
dapat dinur ketika Indonesia penah dijuluki sebagai “Macan Asia” 1257 |
Soeharto berhasil dalam bidang ekonomi dan juga politik hukum- .

mwwmmmmpﬂmmw’
mﬁmdmdhkkmmkmﬁxmgsiahuwﬁblw
Oleh sebabitu secara linear muncullah istilah “hulam tajam ke B2 7 |
keatas” Hukum pidana kala itu hampir tidak berdaya danlampoh =7 |
Karena selama tiga puluh dua tahun itu, korupsi, kolusi dannepotS™ ;|
W&WMPdah-pdahﬂG(Nﬁdakmamwdide&kﬁdﬂfi‘ﬂ&
Bandung him. 23. AZ. Abdmz;‘;,akl,::l M mmﬁmmw h':lﬁ'w

4 PT. Yersit Watampone, Jakarta. ; .
ngﬁ“mmm? 2012, Refieksi dam Rekomstruksi £ 5=
384

: si lemah yang jujur, dan tempay ‘
tmp“b"h“d“nwa %"%»\

Prospelsif Hulam Pidona dolom Pondangan Floshs
.1 yang disebut hukum pidana. Baru setelah Pemerintah ..
w“:‘;’snl 4 mpinan BJ. Habibie yang memerintah selama mm
i bav? hukumpidam relatif sedikit mengalami kemajuan secara demokratis
hark mendemonstrasikan apa yang disebut “keadilan sosial” dan bahkan
\whseringnya apa yang disebut dengan “kesejahteraan umum’ kendati
Y sap saja. Ltupunmasih teratih-taih karena discbaban oleh pengaruh
f““y:,, dan eksternal yang mungkin bisa disebut sebagai “hukum politik”.
hmma]negaradahmkzrmgkahukumpoliﬁkmbutmjadi
perebutan kekuasaan mxjelang.berakhimya masa pemerintahan BJ Habibie,
polih'kprakussebagaibalmammﬁsi,lzruhmadmgmhu
’:;‘y,rm'ﬁmurdariNegpn Kesatuan Republik Indonesia.
m“dhnpmgamheksmyaim;dmyaﬂn}iddmhdimmldaﬂ
tertentu yang menginginkan agar ia tetap menguasai sektor
mulia lainnya di Indoenesia.
Dalam konteks yang demikian itu, hukum (hukum pidana) hanya
i untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu yang keluar
mpuhdaﬁmﬁmmﬁhﬁ,mmdmgankaaumhal:ﬁm
I%nhgaipawmixunkudihnwsiaLAldbamya,kamimgmekami
antara elit-elit politik, konglomerat dengan rakyat jelata juga terasa.

B. FUNGSI GANDA HUKUM PIDANA

Menurut hemat penulis, hukum pidana itu bukan hanya bermuatan makna
ganda (semacam preventif dan represif), tetapi juga berfungsi ganda. Yang
dixmkmdpennlisdcnganhukumpidamberfunpigandaiahhhuhmpidm
memiliki eksistensi sebagaimana layaknya sebuah timbangan. Sebush timbangan
yang pada sisi kiri mengandung makna negatif (penghukuman) dan sisi kanan
mengandung makna positif (pembelaan kebenaran atau pembebasan). Di tiang

skum pidana itulah selalu ada, dan netral lagi normal terhadap semua yang
dmh.ngnya'ﬁka ada timbangan tidak netral, tidak normal terhadap semua
yang ditimbangnya, maka itu namanya timbangan rusak. Di tiang tengzh
:‘:“‘5'“ itulah terdapat simbol keadilan murni (pure justice) yang tidak semu
ffa’ Pagar negara dengan sabuk hukum pidana.
a.e.az;;da sisi yang lain, ada yang mencoba mengartikan bahwa “penghukuman”
u,-,};& Wmn HAM, seperti halnya penghukuman yang dikaitkandengan

) ta mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mabi itu melanggar
mmus-mgm alasan bahwa pelaksanzan pidana mati berarti mencabut nyawa
buanila Secara paksa. Atas dasar itu menurut mereka *menghukom mati
Carj Pﬂ:c: mbﬂ' alih kewenangan Tuhan". Mereka pun nmrikzn dalil
hepligy - P2T¥@ ity pada konstitusi, yaitu Pasal 284 ULD 1945 yang secera

Menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup seta berhak
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O o Cowi fimad s

" |¢§&p@-mﬂ5¢-=hl\ 3

(e 'Mqh—w Py
v “HEWO)WMM&

Eidup (fir righs fo I, Bersamms Cengas TR kec Bak gy,
vzmm-—hd-_i&'ﬁhbshma,‘_

seperti s A spaiah kit ingin berkata babwes e 4
seperti Bom Ball ates yang lairwys culamp kits sebut sebogai hai biag, 3,
q’)ﬁmﬂhﬂmmmd&bmm%
Catam kebidupan. Kecnal itn, juga berfungsi untuk menetralisis bebidey,
scmial yeng tergangy aictat dari susty kehajatan, Kemudian das iy by

pidens terbadsp kejiatan yang sangat luar bizsa akibatnya, maks whap
bt yang Ewebut negara dan masyarakat,

Pads pmumnya pakar hukem pidana menyebutian babws topx
prmidansan mengarah kepada dua hal, yzitu penistasn (punishmen!j &z |
probinzan {frestment) yang dikens] dengan istilah double track sy
pidens mati berterstangan dengan HAM, sejatinya hanya beradz pads ses®
pemistae, It berart merekas Sdak mengetabei bemtang sifat dari hukom =
mengkutsertzian peniadasn hak-hak tertent pelaie-pelake (cfende) V77
"mekmﬁmmm.dmww :
prbusian tmiembs yang melampsui batas yang sangst luar bizsa, &7

s .l 2
" TobungMi, Alexacder 1 209), Kemtreversi Hubosman Mats, Kompas 155 i
' | _ b |
* hlebuddin, 20, Sistew Sardsi Dilame Hidbum Pidana, Paip Ceriole
224

wrs ™ ot Aristoteles, negara yang didasarkan pada heimm bukan
‘MMHH“MWMWD&
ﬂmdsubnkmmvpﬁmﬂ-mn-kw-uumm
bwmmmwmm,qm

"m tersebut. Aristoteles juga menambahian bahwz “Hukum it
Mbdﬂm {menuret penglihatan kasat mata). Untuk jtulah ia
sos dmakhan dengan cara mendekatkannys kepada keadilan dengan cara-
s epity. Yali melurasican jalannya budorm yang telah menjadi (dipandang)
siah; yang disebebicen oleh sifat keumumannya !

¢ PEXBEDAAN HUKUMAN DAN PEMIDANAAN

ézm pemidanaan. Istilzh hukuman (sanksi) memilili konteks makna yang
Seviesi perdata yang lebih cenderung pada hukum hubungzn antar perorangzn
#eu hukum perdata. Biasa pula kita mendengar seorang bapek 2tzu gur
wislah yang memberikan hukuman kepada zmalnya 2tzu muridnya dengzn
Pezinzen “hukuman® ternyata lebih umum pemahamanny dan digmmakan
mwwm‘w.w&kh%

Peezapan sanksi yang sudah menjadi konsensus sosial di bawah nzungan
"33 yang berimplikasi secara langsung kepada perampasen kemerdeizzn
"Pidana, termasuk HAM baik yang bersifat non derogable rights (dalamn 27t
;&dr Eeribatas atay tidak terlaly leluasa menikmati HAM-my2) maupen
”‘l“"—?rda drrogable righis. AT

Hkum Pidana yang kita sebut sebagal pagar negats 1 Do

*&ﬁkj’jmmuﬁmmm sehaga werga masyeraiat, dan aca
;-?w Pahardyo, 1991, llas Huksem, Citra Aditya Beicti, Bandusy,

e s o YR
e g o AT AL
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hak negara karena kedudukannya sebagai hukum pypjjy Teta

hak yang dikandung hukum pidana muaranya yaitu “ke, dilan pi kegy,
keadilan hukum”. Hukum pidana berada di antara keqy, pe“h'd;,
tersebut, maka sudah barang tentu ia berfungsi ganda pula, ymumlllk hat
membela hak rakyat sekaligus mewajibkan negara memen, uhi h::rf H
Tetapi hukum pidana juga berfungsi membela hak negara dajyp, lninkm
sekaligus menuntut kepada rakyat untuk tunduk kepada ki i, )
yang disebut oleh Schuyt sebagai “teori le.ksann'. Rangkaian iy ity
pertanggungjawaban hukum pidana seperti itulah, oleh para pajq, udyy
pidana disebutnya sebagai hukum pidana in concrito, hukyy

D. INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Seperti diketahui bahwa sifat hukum pidana yaitu sifat publiy Dikatajyy
bersifat publik karena hukum pidana merupakan instrumen Negara mengyy,
dan mengatasi kepentingan berupa hak dan kewajiban yang terkandung ¢
dalam perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh negara melalyj )
undang, baik yang berlaku untuk semua orang yaitu Undang-Undang Hukg
Pidana (KUHF), maupun undang-undang hukum pidana yang khusus sepert
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain yang hanya orang pe
orang dan masyarakat tertentu sebagai subjek hukum.

“Hukum Pidana merupakan tempat berhimpunnya orang banyak”, Begit
ungkapan To Taba sekitar 5 abad yang lalu, suatu ungkapan yang tidak banp
bersifat teoretis belaka. Namun sudah merupakan suatu yang mempunyi
hubungan sistem integral. Letak hubungan yang integral itu dijembatani oléh
negara. Hukum Pidana bagi negara adalah instrumen sebagai bagian dxi
keseluruhan sistem hukum positif yang bersifat publik. Instrumen inilahya
berfungsi sebagai tempat berhimpun dalam arti melindungi dan mengayoni
rakyat, penduduk dan negara.

Mengenai makna mengayomi dan melindungi ini pada hakikatnya, sudi
menjadi salah satu perwujudan kewajiban cita negara sebagaimana tertuangd

dalam Pembukaan UUD 1945 yang intinya “Negara melindungi segenap bans?
Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum...”. Istilah “kesejahter*
umum” bilamana dikaitkan dengan hukum pidana, sudah barang bertt
bermakna “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. o

“Jadi, yang dilindungi oleh negara dalam konteks yang demikianitu2 o
Keadilansosial bagi masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha £
sebab itu, mungkin tidak berlebihan kiranya jika penulis berpendapat >
hukum pidana diibaratkan salah satu bahan atau zat pengawet 1P 0.
dan kelanggenan keadilan hukum. Sebab hanya hukum pidanalah Y76

S a
mengatasi perilaku yang menyimpang, Begitu pula halnya, b3 L,
pidanalah yang dapat melindung; rakyat yang lemah yang jujur dan
388

Prospeksif Hukum Pidang dalom
i (kcgcraknh““ jika itu korupsi, atay kese
kd‘h:ngkut kekuasaan) dalam kehidupan sosial,
urut Barda Nawawl Arief, bahwa bagaimana un h
Ml;.'krj! batas-batas kemamP“f“-' Prof. Barda yang mcng]\:tip :r:‘d‘:?afﬂm:t::
e i takan bahwa “Pemidanaan (apapun hakikatnya apakah yang
ud untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atay tidak
pempunysl pengarub terhadap masalah kejahatan.”
e dengan itu, dewasa ini terjadi dan muncul pelbagai fenomena
Jang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi hukurn
jana. Prof. Muladi menyebutkan bahwa “Hukum pidana dalam hal inj
zgumk‘“‘ sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara
Mmshmgelohkdudummhtmmmmﬁnmm
sﬂ“k!jpidm‘ammﬂkﬁncug“mkmaec.—.;mtnatksimaluntukmcnduktmgmmm
hukum administratif dalam pelbagai hal. Inilah yang dinamakan adrinistrative
law (verwaltungsstrafrecht), yang termasuk dalam kerangka public welfare
offenses (Ordenungswidregkeiten).*

h'lbwy“‘

Wmng-Wm“&'n "h

£. HUKUM PIDANA TIDAK BEBAS NILAI

Hukum pidana boleh dikata adalah bagian dari sistem nilai, Dikatakan
sistem nilai karena mengandung suatu keteraturan yang harus dipedomani
olehsemua orang. Kaedah-kaedah hukum yang ada di dalamnya berlaku untuk
semua orang termasuk korporasi tanpa kecuali, apabila orang per orang atau
korporasi itu tersangkut dengan suatu tindak pidana. Di dalam sistem nilai
yang ada pada hukum pidana itulah terkandung dua tujuan, yaitu melindungi
seluruhrakyat (segenap bangsa) sebagaimana dalam rumusan Pembukaan UUD
1945, dan melindungi negara atau seluruh tumpah darah negara.

Oleh sebab itu, sangatlah ironis sekali jika suatu perbuatan sudah nyata-
Myata merugikan negara atau mengorbankan masyarakat tak bersalah lalu masih
s3a dikatakan “perbuatan itu atau perbuatan ini misalnya, perlu pertimbangan

iaan khususnya HAM”, Sebagai contoh koruptor yang diputus bebas.
Padahal, menurut penilaian secara empirik, negara mengalami kerugian sekitar
rhusan miliar rupiah seperti dalam kasus BLBL. Jika demikian jalannya sistem
Peradilan pidana di Indonesia, maka sama halnya hukum pidana kita tidak memiliki
*Stem ilai alias bebas nilai. Padahal hukum pidana adalah salah satu sistem nilai

Y‘"&A‘ehh disepakati yang ditetapkan oleh Negara sebagai suatu kontrak sosial.
il kalasan penulis sehingga berpandangan bahwa hukum pidana tidak bebas
fena hukum pidana mengandung norma susila yang menjunjung tinggi

A\l .
s Barda Nawawi Arief, 1997, Batas-Batas Kemampuan Hyk’um Pidana lg)n.'nr'
"S8ulangan Kejahatan, Masalah-Masalah Hukum FH Undip Bdisi Khusus, him 9. B
Setaragy " 1241, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indoresia i Masa Mendatzng UNO
g him g
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harkat dan martabat manusia. Baik mzfrhba{se.bagai bangsa maypy,
S v
masyarakat akibat adanya suatu ketidakseimbangan dalam ingery; -
tersebut. Munculnya tanggapan dan keluhan masyarakat, berarg 4,
batas-batas yang boleh dan tidak boleh seringkali tel?baikan tu ““-ﬁ
yang lebih prinsip lagi yaitu adanya kesan mengabaikan batas-batag .. in
tadi bagi mereka yang seharusnya tahu tentang batas-batas nilaj h“kummd,m
(dalam arti kejahatan atau pelanggaran). Seolah-olah ia sendiri berpeng,
bahwa, sesungguhnya hukum pidana adalah bebas nilai. Ttulah uebak:
terjadilah pelanggaran serius dari kalangan elit pejabat Negara seperti Hatg
ramai dibicarakan.

Secara konkrit untuk membuktikan bahwa hukum pidana tidak beba:mu
dapat kita simak misalnya kandungan asas legalitas (Principle of Legality) ary,
yang biasa dikenal dengan asas Nullum Delictum. Dalam kaitan ini, Moc; i
melalui ajaran sifat melawan hukum yang materiil (leeder matericle ey
rechlijkheid), sebagaimana yang diurai kembali oleh Prof. Andi Zainal Abida
(1987), antara lain disebutkan, bahwa “...di samping perbuatan seseorang it
harus memenuhi syarat-syarat formal, karena adanya asas legalitas, perbuatanit
harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yangidik
boleh atau tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan, atau menghame!
akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan..”

Katakanlah misalnya, bahwa tata pergaulan yang dicita-citakan masyaraka
dalam kaitannya dengan hukum pidana adalah hukum pidana harus berfungs
sebagai kontrol sosial untuk menjamin kepentingan di balik dibentuknyanegin
yakni melindungi rakyat yang lemah demi keadilan, dan membentur pengust
yang curang dan penuh korup demi keadilan dan kemakmuran. Atau mungh?

juga kita boleh bertutur sopan penuh harap, bahwa hukum pidana seharust
berfungsi, menuntun penguasa untuk membawa rakyatnya kepada keadin
dan kemakmuran®. Inilah nilai dasar yang dianut hukum pidana.

F. PENGECUALIAN ASAS LEGALITAS

Ada yang mengatakan bahwa pengecualian asas legalitas hanya ada ‘.iu:.
yaitu berlakunya hukum yang tidak tertulis, dan ketentuan hukumy2"é |
memperbolehkan hukum berlaku surut.!! Menurut hemat saya, Pmdarahﬂ“
tidak salah, tetapi jika dicermati dengan baik maka pengecualian 253* o
tidak hanya dua hal tetapi lebih daripada itu. joldh

Menurut Makarim, penerapan asas legalitas tidak dapat dmmr::;?a“““
semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD g pp!

1945, Pertanyaannya adalah apakah pada praktiknya asas legalitas diter?

parh
" EdmonMakarim indi Pers¢ faJt
e 300:300. 2004, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafi

3%

Prospektif Hukum Pidana dalam Pond Floa
tegas? Ternyata dalam praktiknya tidak diterapkan secara tegas. Makarim
putkan ada duaalasan pengecualianasaslegalitas. Pertama diberlakukon

:::um tidak tertulis, kedua, pengecualian sebagaimana kandunga Pasal1 ayat

@ KUHP

Yans. pertama bahwa berlakunya hukum adat merupakan bentuk
lian dari asas legalitas dalam KUHP. Hal tersebut tidak bertentan

pengec? dan Pasal 28] UUD 1945, Dasar huk Yorsicm
den Pasal 281 dan . ukum pengecualian yang
Jemikian lalah Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa sepanjang diatur
wecarakhusus oleh undang-undang yang bersangkutan maka dapat disimpangi.
( ialis derogate lex generalis). Demikian pula dengan Pasal 1 ayat (2) TAP
MPR No.Ill/MPR/2000. Pasal 1 ayat (2) TAP MPR ini menyebutkan bahwa
+sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak
ertulis”. Dan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 lebih konkrit lagi disebutkan
pahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, di samping itu
perlaku juga hukum yang tidak tertulis. Namun dalam kenyataannya hukum
pidana yang tidak tertulis (penulis sebagai hukum asli Indonesia itu), tidak
tanyak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum
asli boleh dikata digeser dengan sendirinya dengan alasan tidak membawa

kepastian hukum sebagaimana layaknya asas legalitas (hukum tertulis).
Kedua, bahwa pengecualian yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP,
disebutkan bahwa “Jika ada perbuatan (tindak pidana) dalam undang-undang
sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan
yang paling menguntungkan baginya”. Berarti, pendapat Makarim yang
mengatakan bahwa asas legalitas tidak diterapkan secara tegas adalah keliru.
Karena ternyata yang dimaksudkan oleh Makarim ialah “pengecualian”.
fmgecualinn bukan berarti tidak ada ketegasan. Jarak pengertian antara kata
tegas dan kecuali” adalah sangat jauh, sebagai-mana jauhnya pengertian antara
kata “baik dan buruk” dalam konteks ahlak, bandingannya dengan benar dan
salahdalam konteks hukum tindak pidana”. Misalnya, untuk menyatakan bahwa
She:eomng telah melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi hukuman oleh
o melalui proses sidang pengadilan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan

klsal:al'l.-mnya". Inilah yang saya sebut sebagai hukum tindak pidana.

bahw:mdnggapi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP menyimpan suatu makna
Vl'm\lsirn alialanya pencrapan hukum asas legalitas memerlu.knn suatu
'-'mikium;' Penafsiran itu sendiri tidak lepas dengan suatu analogi. M;’"«'-'f‘_l""
e, "? Karena dalam sutu rumusan undnngundmg dalam perkem "“"&f“‘
Mvgl, md“"fu kekinian, baik hakim, jaksa, polist penyidik tnaupun P""ﬂ“_"'"“"
"t masih harus menemukan suatu makna kontekstual yang ada di balik

‘ek.‘n » 4
auatuy\:‘ Mis“"‘ya, pemaknaan suatu istilah hukum yang digunakan dalam
SUS terteny, 2

Cuplikan makatah fni pernah disampafkan pada Panitia Selekst Calon Hakim
mn

Scanned with CamS‘Eé‘nner



O Or Komri Abmed a
Kembali ita simak unghapan panddangan Auerbach pad,
di muka, bahwa “Scbush ponikiram terhadap kendilan tampa hujyy,

By,
wm“w-uph‘ﬁmmw*hw%

mengkul bahwa “Indonesia adalsh negara hukum, tetapi keagy,,

ada hukum.
MMMWS&.MMEMMMH

dlmahnhpmwmmnﬂrﬂhﬂdm(mm"‘

dan doktrin hukum dalam pertimbangan hukum hakim, b

G. PUTUSAN HAKIM SEBAGAI HUKUM

Ada sebuah polemik yang pernah terjadi yaitu kriminalisasi KPK p
teori Auerbach dapat menjelaskan fenomena tersebut? K‘"’"‘P‘ﬂ'h
mendiang sosiolog Indonesia, Satjipto Rahardjo yang cukup dikenal ity b,
'Tuﬂlmldahmngmﬁmﬂhnmmiﬂddhyd.m%*
atau realitas, maka teori tersebut akan ambruk dengan sendirinya ® Demipg
pun halnya dalam pertimbangan hukum hakim yang akan mengadij sz
perkara. Bilamana suatu putusan hakim tidak dapat mendemonstrasikan s
keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak dapat disebut sebagai bujom,
Karena putusan hakim adalah juga sebuah hukum,

Seteru yang, memanas di awal pemerintahan SBY periode kedua yioy
melibatkan institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pembersnuse
Korupsi (KPK), menurut penulis adalah tergolong seteru dalam bingka siten
peradilan pidana (Criminal Justice System, C]S). Hal mana dapat dilihut dasi s
masalahnya yang bersumber dari kasus dugaan adanya pemerasan dandsgan
penyalahgunaan kewenangan terhadap Anggoro dan Anggodo Widiope éé
pimpinan KPK. Dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kewenangsa i
yang diindikasikan sebaglan kalangan sebagai “kriminalisasi (criminalisse!
Bagaimanakah kriminalisasi itu?

Dalam Black Law Dictionary, dinyatakan, bahwa *Criminalization, it & &
or an instance of making a previously lawful act criminal. The process by widhér™* |

develops in 1o a criminal, To make illegal, to owtlauw (criminalize). Kriminalissd &
suatutindakan atau hal tersendiri yang membuat hal itu (sebelum o
dipandang sah menurut ketentuan hukum pidana. Suatu P'WY’MM

18]
Agting R, Komisl Yudisial Republik Indonesta scbagal salah satu syarst o= s
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felatan, Suatu Perobaun (oem prove op) Dekonatruksi Terhadap Pertstan Mais 156
UMITOMA y
m

.,.mxrxmmmmmpa-.mumpq-sm

Sekiranya yang dipersoalian oleh hepolian sdalah tmtang perysich guman
kewenangan, yakni surat itu ditandatangan tidsk secsrs kolehal maka ltenbass
wmp(mp.)mmm“bh&mtptu
melnggar protap, sekalipun surat printah (sprint} perorbalan beg terengis
korupsi yakni Anggodo Widiojo (Ang Tiu Nei) atswpun Anggren {Arg The Hoog)
hanya ditandatangand tidak secars kolektif, maka sprimt o tidak berentangen
mmmmmqum”
KPK (ron-aktif saat itu) dalam merjalanian tuges hans puls mewerbs mes as
bk, yaitu hepastian hulam, keterbubasn, shortabvd, sermpanghen beperangen
tmum, dan proporsional (Pasal 5 UU Na. 30/200) tentang KK},

Sekiranya, sprintitu ditandatangand oleh hanya dua orang enser pumpamen
KK tentang pencekalan lalu kemudian benar bertemtangsn dengsn protap
XK, maka itupun bukan merupakan ransh pidsna, tetaps menpakan raneh
bentyy “"’\(::'-w g v e
Peangzaran pidana,
I8 bernanghutan harus ditshan dan Lain-lain, tetapi hanys bomsebuenss
mnhiwmmmwmdg-&«ﬂm
SRPa sprint itu ditujuban,

Moty A0 desyikian, tevjacdiah apa yang doebut cleb Luerbah © ot ﬂ/

- Ao o, la
ey & oot Lete. Serrats amats harva dugaas S Sy b b I esa
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masyarakat yang berkembang, maka proses kriminalisasi diat ‘

Bibit-Chandra tidak bertentan ]
S o B o g |
m masih diperlukan sesuatu yang lebih eksepsional b"d‘“rh}:\m
hukum untak menjustifikasi hal tersebut.

Bertalian dengan tuduhan penyuapan kepada keduany,, jika i
perhatikan transkrip rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo dengan bepe,

lisian dan kejaksaan yang menurutnya ada rekayasa Bﬂi"ﬂm
Pemeriksaan (BAP penyidik), maka di sinilah terlihat proses krimingjjgyjy,
Misalnya, meminta saksi Ari Muladi menyerahkan uang Rp.1 ’“i“idrhm
Ade Rahardja untuk diserahkan kepada Antasari Azhar dan Chandry
Hamza. Meminta saksi Edi Sumarsono dalam pemeriksaan Polrj
telah menyerahkan Rp. 1 milliar kepada Chandra M Hamza atas Perminguy
Antasari Azhar melalui Ari Muladi dan lainlain.

Ada yang lebih eksepsional lagi adalah pengakuan Anggodo Widjojo ary
Tju Nek) sebagaimana pemberitaan harian ini (Fajar, 4 November 2009) gyl
judul Rekayasa Terbongkar, hal mana senada dengan pemberitaan mass md;
seluruh Indonesia yang pada intinya mengungkap skenario kriminalisasi kpy
tersebut, terutama setelah dibentuknya TPF.

Pandangan yang mengatakan bahwa TPF ini dibentuk oleh Presiden S5
untuk menyelamatkan muka Presiden. Menurut hemat penulis, pandanganit
tidak sepenuhnya benar. Tetapi kebijakan itu lebih merupakan komitmen tentang
apa yang menjadi rencana kerja Presiden sebagaimana yang disampaikan pe:
Pidato Pelantikannya tanggal 20 Oktober lalu, yaitu “ Justice and democrasy. Hara
diingat, bahwa kata kunci pidato SBY tersebut merupakan pandangan yarg
futuristik. Oleh sebab itu, kebijakan pembentukan TPF lebih sebagai instrume
terhadap suatu komitmen for justice and democracy, sekalipun diketahui bahw
makna ungkapan Presiden SBY tentang justice and democracy jauh lebih uas
daripada sekedar apa yang akan dicapai oleh TPF saat itu.

H. KEKUATAN PEMBUKTIAN

Perlu dikemukakan bahwa penulis tidak bermaksud berpihak a7
menyudutkan salah satu dari ketiga lembaga tersebut yang terlibat d‘h:
skenario kriminalisasi yang meliit Bibit dan Chandra. Tetapi perlu 43¢/
bahwa fakta yang terungkap pada persidangan di MK adalah suatu fakiah
yang otentik. Misalnya, rekaman pembicaraan yang telah disadap den
bukti lainnya yang menjadi temuan TPF. P

Menurut CJS, fakta hukum seperti transkrip rekaman P':mcak;;.dl
merupakan bukti petunjuk untuk suatu fakta hukum yang dapat ™
dasar proses pembuktian, Oleh karena itu, kekuatan Pe"‘b“kmumya ot
bukti otentik yang mengandung sifat kebenaran formil dan materil

394

u
g “Tn.m" (ermar;

- ung
F, %"B‘W\dan;;

Prowpels Hulum Pidana delom Pondangen Pty

akan kebenaran yang dituntun menurut UU, sed kan kebena
o mﬁah kebenaran menurut apa adanya sebagai (a:g o
ma Dalam sistem Peraf!ilan, alat bukti seperti transkrip rekaman adalsh alat

- ang sah sebagaimana ke&enhfa? UU No. 11/2008 tentang Informas
pukti ¥’ ksi Elektornik. Pasal 6 UU ini antara lain disebutkan “...Dokumen

& sah sepanjang informasi yang tercantum di dalammnya da

elfkm:iihr;‘pgﬂga&, dijamin keutuhannya, dan dapat dipernnggma‘,,wab::
diak 'a menerangkan sesuatu keadaan. Alat bukti semacam ini adalah alat
"*;‘:; ng berkekuatan bukti otentik yang dibutuhkan oleh semua pihak,
bu ;!u k KPK, Kepolisian, dan TPF maupun hakim pengadilan.
WHH-““ kerja Tim Pencari Fakt.a (TPF) sudahpun dipandang rampung, karena
Ghintiyang dibutuhkan seperti fakta-fa!«a hukum sebagaimana hasil transkrip
rekaman yang diperdengarkan pada sidang MK tanggal 3 Nopember 2009
slu, berikut pengakuan langsung yang disampaikan oleh Anggodo Widjojo
di depan publik merupakan data primer yang sangat dibutuhkan oleh TPF.
sekalipun ada noda pengalaman pada kasus Munir, bahwa ternyata TPF waktu
ita membuahkan hasil yang kurang memuaskan.

Tetapi menurut estimasi penulis, ada sesuatu yang krusial dari hasil kerja
TPF pada kasus KPK ini, yaitu apapun hasilnya, termasuk jika hasil kerja
TFF tidak memuaskan masyarakat akan berimplikasi seperti pisau bermata
ganda. Dikatakan demikian, karena sekiranya temuan TPF berkesimpulan
bahwa pada kasus KPK telah terjadi kriminalisasi, maka kemungkinan yang
menjadi tumbal adalah Polri dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi bilamana hasil
TPF berkesimpulan bahwa pada kasus ini tidak terjadi kriminlalisasi, maka
Bibit dan Chandra harus bersedia kembali ke bui. Itulah yang disebut pisau
bermata ganda. Dan faktanya, kini kedua pimpinan KPK tersebut tidak terbukti
melakukan kesalahan.

L DOKTRIN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

» Dalam filsafat ilmu, terdapat sebuah doktrin lama yang mengatakan
Tidak ada {lmu untuk ilmu”, Yang ada adalah ilmu untuk kemaslahatan
'mat manusia, Demikian pun dalam dunia peradilan. Hukum bukanlah untuk
Satfipto Rahardjo (alm), yang pernah menyebut penulis di hadapan
and.)-'eman Peserta S3 UNDIP sebagai “ahli surga”, pernah mengutarakan
Masy ?at, b,,']hw" “masyarakat bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk
)g::.akél -Maksudaya, hukum itu tercipata untuk melindungi masyarakat.
ity n&;k&hpu“ Kita perlu menitikberatkan pada keadilan hukum masyarakat
tinya, tengy saja tidak ditnaksudkan untuk mengabaikan pendekatan
ve approach). Karena pendekatan nornatid dlprriu.kan \mz'u,k
2 kepastian hukum yang tidak semata-mata disebut sebagai kepastian
ansich, ’
395
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m peradilan, ter apat satu adresat hukum
ml:,;l:k‘:::::mj?dm suatu keadilan hukum, yaitu hakim, } yang :"M
sub-sistem dalam sistem peradilan adalah peletak akhir dari suaty peg. "#
keadilan yang tergambar melalui putusan-putusannya. Jika submmp?‘:“"m
menjadi bagian dari pmnmhhAn yang ditanganinya, maka P“lunn:x
tersebut tidak akan mendemonstrasikan keadilan, baik kmdum%
hukum yang diharapkan oleh masyarakat maupun oleh negara,
Akan tetapi, bagaimana sejatinya seorang hakim dapat mendemonstryg,,
keadilan hukum bagi masyarakatnya? Untuk itulah, seorang hakim, ket
meramu suatu fakta-fakta hukum ke dalam teori untuk menuju pady m:
pertimbangan hukum, maka hanya ada satu titik fokus yang perly dalan
konsentrasinya. Fokus itu ialah how to search about the truth and bring them
justice. Persoalannya adalah bagaimana meracik suatu kebenaran ke dalyy
pertimbangan hukum hakim?

Untuk dapat menemukan jalan keluar persoalan yang demikian, makag,
tiga samudra yuridis yang perlu menjadi dasar pertimbangan hukum hakin
Ketiga samudra yuridis tersebut ialah asas legalitas yang melahirkan kepastin

hukum (wetmatigheidbeginslen), keadilan hukum (gerechtigkeit), dan kemudin
zweckmatigheit = dulmatigheid, kemanfataan. Kemanfaatan ini tertuju kepads
addresat keadilan, yaitu masyarakat sekaligus membawa serta filosofisp
suatu aturan hukum yang dipegangnya.

Berkenaan dengan itu, jika Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa huku
itu untuk masyarakat dan bukan sebaliknya, pandangan itu didukung sebut
doktrin dari seorang tokoh realisme hukum Amerika Serikat, yakni mantst
Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendel Holmes menegaskan bahwaf
Ife ofthe e has ot been logic. It is has been experience. Atau pada unghapin)¥
lain Holmes mengatakan to meet o the social need” (Soetandiyo, 2002)"

Sekiranya pandangan Holmes tersebut hendak dimaknal ke d;:;

mwﬁmbanpnhukummmmmymhpaﬁmw?‘w
hakim tidaklah bersifat impulsif. Tidak sekedar cepat dalam mengambil
keputusan sehingga kelihatan berbeda dengan yang lainnya. TCUP‘ hars? 4
berada dalamarusyang progresif dan komprehensif. Dengan demikianper**
keadilan tetap terjaga dengan baik. k. Pt

Pandangan Holmes sang realisme tersebut, setidaknya mengaPe
seorang hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum her Idaudan; y
bersifat impulsif. Sekedar membaca pasal-pasal dalam undang ", o -
olah undang-undang itu tidak perlu dicari maknanya. Tentut saj " 3
hukum seorng hakim harus lahir berdasarkan W"Pa)ﬁd
mencari makna di dalam undang-undang tersebut, Tetapi Kt *%*

=
Metode 47 7 e

ny?
3k poid

¥ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum: Paradigmé,
Masclahmya, Elsam dan HUMA, Jakarta.
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sl besteori Karens kata pepatah, "Seorang anggota pemadam kebakaran

jerlalu berteori dan sibuk memcari bagaimana teorj memadamkan ani

178 jahmelahap semua yang sudah dilewatinya, sang pemadam bej iy

;[:ncﬂ‘ teori tentang cara memadamkan api”, s

\jal lain yang tidak b?lch hadir dalam pertimbangan hukum hakim ialah

hati. Suasana hati beda dengan hati nurani. Hati nurani tidak pernah

b g sementarasuasana hati merupakan f‘kb’)"“smsardur\gm

egatf YAS tidak perlu dimiliki seorang hakim dalam mempertimbangkan
gty putusan yang akan dibuat olehnya.

Atas dasar yang demikian, maka bagi pertimbangan hakim, fakta-fakta
pukum yang tergambar dalam kenyataan sosial seperti rekaman penyadapan
dslam kasus Anggodo Widjojo di MK beberapa waktu laly, data-data tentang

ran yang menjadi bukti-bukti otentik, jangan sampai menyingkirkan
pilai-nilai moral pertimbangan hukum seorang hakim dalam pengambilan
keputusan. Karena bilamana itu terjadi, maka pertimbangan hukum hakim
yang demikian justru hanya melahirkan kriminalisasi baru.

J. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan. Pertama, secara
filosofis, implementasi hukum pidana dalam dunia peradilan nampak belum
optimal mendemonstrasikan nilai-nilai kebenaran hukum, keadilan sosial dan
keadilan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh referensi terhadap keadilan
Lepastian hukum dan kebenaran ada kalanya bermakna ganda. Padahal, secara
konstitusional nilai-nilai hukum pidana scbagai hukum asli Indonesia pada
hakikatnya lebih bersesuaian dengan suasana kebatinan masyarakat Indonesia
yang tidak menghendaki ganda.

Kedua, fenomena berhukum dewasa ini lebih dominan kepada adanya
dsakanindividual dan politik praktis. Akibatnya, esensi hukum pidana sebagai
Pelindung negara hampir tidak nampak dan tidak berarti sama sekall.

Ketiga, sccara filosofis, kriminalisasi bisa saja dilakukan tetapi harus berdasar
E"fmm fakta i mana hal itu memungkinkan untuk dilakukan kriminalisasi.
o Pula, keiminalisasi harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang

ik melegitimasi jika dipandang bahwa suatu perbutan tertentu mcrupakfn
tankriminal atau tindak pidana namun tidak memiliki rujukan normatif
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Seyogianya melalui hukum segala keteraturan dam ketertiban qitata

sedemikian rupa, sehingga berjalan sebagaimana mestinya.
Kenyataannya tidak demikian. Kerapkali hukum“sebagai punca kesengsaraan,
terutama melalui pengonsepsi parsial dan tindakan ¥ang menyalahgunakan
fungsi hukum. i

Para ilmuan menjadi kgkuatan alternatif untuk memberi perbagal
tawaran pemikiran, ketika konsep, hukum sudah tidak dialektis. Demlklar_w juga,
sekiranya hukum disalahgunakan, maka akan muncul kekuatan akadefnis yaws

ki n

I Iukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan.

berani meluruskan. Harus ada kekuatan intelektual yang akan rak
pembuat hukum, ketika tak la ulian dan penegak hukurn gan”
nurani. . o : ;

Itulah alasan sederhana méngapa posisi akademisi itfl penting. Akadermnisi
dan peneliti mempunyai andil yang bgsar untuk mencari fakta-fakta lapangan
dan menyusun solusi terbaikedalam mengonsepsi dan menjalankan hukurm.
Akademisi dan peneliti harus memberikam pikiran dan temuannya kepada
penegak *dan praktisi hukum. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran
koordinasi yang efektif antara akademisi dan peneliti dengan penegak hukum
dan praktisi hukum. Konkretnya adalah kedua belah pihak tersebut harus saling
bekerja sama untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan.

Begitulah antara lain niat yang tercetus ketika rencana pertemuan ini
dilaksanakan. Ketika sejumlah aktivis yang menamakan diri Kelompok Diskusi
Hukum Esmi Warassih (Kedhewa) menyampaikan maksudnya kepada saya,
sungguh tiada terkira rasa bahagia. Ternyata masih banyak yang berpikir
tentang upaya untuk meluruskan hukum di negeri ini.

Setelah diskusi panjang, maka mereka langsung berinisiatif bergerak
untuk menghubungi terutama alumni Program Doktor llmu Hukum Universitas
Diponegoro yang pernah saya bimbing. Peserta lalu melebar kepada sejumlah
orang yang setelah mendapatkan informasi ini, berminat ikut menuliskan
pikirannya.

Hasil kerja tersebut nyata terlihat saat ini. Dalam buku yang kemudian
dijadikan pemikiran hukum spiritual pluralistik sebagai kata kunci utamanya.
Ciri khas dari hukum yang dilihat dari segi spritualis sebagai unsur kealaman
menjadi alternatif baru. Ide tersebut memperlihatkan bahwa dengan
merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum
akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.
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